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ABSTRAK 

Memancing ikan merupakan salah satu jenis olahraga dan kegiatan wisata 

alam. Proses pemancingan yang terjadi di pemancingan Flobamora berbeda 

dengan pemancingan lainnya, di mana sistem yang digunakannya adalah sistem 

harian dengan cara membayar dulu uang sejumlah Rp.15.000,00 di awal 

perjanjian, setelah itu pemancing dapat mengambil ikan dan membawanya pulang 

dengan cara memancing sesuai waktu yang telah ditentukan. Dengan demikian 

akad yang dilakukan di pemancingan Flobamora ini adalah menggunakan akad 

jual beli, karena pembayarannya dilaksanakan di awal perjanjian dan ikan dapat 

dibawa pulang setelahnya tanpa ditimbang lagi. Hal ini tentu menimbulkan 

ketidakjelasan dalam memperoleh objek jual beli, karena pemancing tidak 

mengetahui berapa jumlah dan jenis ikan yang akan didapat sesuai dengan harga 

yang disepakati atau tidak. 

Permasalahan dalam penelitian adalah apakah praktik jual beli ikan pada 
kolam pemancingan Flobamora tidak ada unsur untung-untungan dan bagaimana 

tinjauan hukum Islam dan hukum Positif tentang praktik jual beli ikan dengan 

cara memancing di pemancingan Flobamora tersebut. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah praktik jual beli ikan pada 

kolam pemancingan Flobamora tidak ada unsur untung-untungan dan untuk 

mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum Positif tentang praktik 

jual beli ikan dengan cara memancing di pemancingan Flobamora. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat 
deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku 

yakni upaya-upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterprestasikan 

mengenai apakah praktik jual beli ikan pada kolam pemancingan Flobamora tidak 

ada unsur untung-untungan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 

metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan 

dengan menggunakan teknik editing dan sistematisasi data (sistematizing). 

Adapun analisis data secara kualitatif dengan pendekatan berfikir metode induktif. 

 Hasil penelitian praktik jual beli ikan pada kolam pemancingan Flobamora 

mengandung unsur untung-untungan karena adanya ketidak jelasan pada jenis dan 

jumlah ikan yang diperjualbelikan. Sehingga dapat menimbulkan perselisihan 

diantara kedua belah pihak serta dapat merugikan salah satu pihak dan 

menguntungkan pihak lain. Mengenai jual beli dengan cara memancing di 

pemancingan Flobamora Kabupaten Pesawaran Lampung ini termasuk ke dalam 

jual beli batil, karena salah satu syarat jual beli tidak terpenuhi dan mengandung 

unsur gharar serta menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain, 

sehingga jual beli ini tidak dibenarkan dalam Islam, begitu juga dalam hukum 

Positif tidak diperbolehkan, karena jumlah barang/objek yang akan 

diperjualbelikan tidak jelas jumlahnya dan tidak dapat diserahterimakan secara 

langsung, sehingga akan menimbulkan unsur penipuan/untung-untungan. 
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MOTTO 

اكِ عَنْ يزَيِْدَ بْنِ أَبِ زيِاَدٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ راَفِعٍ عَنْ عَبْدِ الِله بْنِ  مَّ دُ بْنُ السَّ ثَ نَا مَُُمَّ حَدَّ
مَكَ فِ الْمَاءِ فإَِنَّوٌ غَرَرٌ. مَسْعُوْدٍ قاَلَ : قاَلَ رَسُوْلُ الله صلى  الله عليو وَسَلّمَ لََتَشْتَ رُواالسَّ

 *)رواه أحمد(
Artinya : “Mewartakan Muhammad bin Samak dari Yazid bin Abi Ziyad dari Al-

Musayyabbin Rafi’ dari Abdullah bin Mas’ud katanya : telah bersabda 

Rasul Saw., jangan kamu beli ikan yang berada di dalam air, karena itu 
adalah sesuatu yang tidak jelas.” (HR. Ahmad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
*
 Maktabu Syamilah, Sunan Al-Kubro Lil Baihaqi, Bab Tamrin Bay’i Fadhlil Ma’i Ladzi 

Yakunu Bil Falati Wa Yahtaju Ilaihi Yar’i Kala’i Tahrim Mani Badlaihi WA Tahrimu Bay’i 

Dhirobi Al-Fahli, Juz : 8, h. 3494. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan 

memudahkan dalam memahami skripsi ini. Maka perlu adanya uraian terhadap 

penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan 

skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi 

kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang 

digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap 

pokok permasalahan yang akan dibahas. 

Adapun skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual 

Beli Ikan dengan cara Memancing (Studi di Pemancingan Flobamora 

Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Padang Cermin Kabupaten 

Pesawaran Lampung)”. Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-

istilah judul tersebut sebagai berikut: 

Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah 

menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).
1
 Tinjauan dalam skripsi ini adalah 

ditinjau dari pandangan hukum Islam. 

                                                             
1
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Jakarta: 

Gramedia, 2011),  h. 1470. 
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Hukum Islam merupakan tuntunan dan tuntutan, tata aturan yang harus 

ditaati dan diikuti oleh manusia sebagai perwujudan pengalaman Al-Qur’an 

dan As-sunnah serta Ijma sahabat.
2
 Hukum Islam dalam hal ini lebih spesifik 

pada hukum Islam yang mengatur hubungan antar sesama manusia, yakni Fiqh 

Mu’amalah. 

Jual Beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau barang 

dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang 

lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh 

syara’.
3
 

Ikan adalah binatang bertulang belakang yang hidup di air, berdarah 

dingin, umumnya bernafas dengan insang, biasanya tubuhnya bersisik, 

bergerak dan menjaga keseimbangan badannya dengan menggunakan sirip.
4
 

Memancing adalah menangkap Ikan dengan pancingan; mengail.
5
 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa maksud 

dari judul skripsi ini adalah suatu kajian tentang bagaimana tinjauan hukum 

Islam tentang praktik jual beli ikan dengan cara memancing yang dilakukan di 

pemancingan Flobamora Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Padang 

Cermin Kabupaten Pesawaran Lampung, dilihat /ditinjau dari sudut kacamata 

Islam. 

 

 

                                                             
2
   Beni Ahmad Saebani, Ilmu Ushul Fiqh (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 51.  

3
 A. Khumedi Ja’far, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Bandar Lampung: Pusat 

Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 140. 
4
  Departemen Pendidikan Nasional, Op. Cit, h. 519. 

5
  Ibid, h. 1009. 
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B. Alasan Memilih Judul 

Alasan pemilihan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli 

Ikan Dengan Cara Memancing” adalah sebagai berikut: 

1. Alasan Objektif 

a. Karena masih banyak tempat pemancingan yang melakukan jual beli ikan 

di dalam air, padahal ikan di dalam kolam objeknya tidak kelihatan 

bentuk dan jumlahnya tidak jelas apabila diperjualbelikan, dan dapat 

menimbulkan kerugian salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. 

b. Karena masih sedikit masyarakat yang memahami bagaimana jual beli 

yang seharusnya. 

2. Alasan Subjektif 

Dari aspek yang diteliti, permasalahan tersebut sangat memungkinkan 

diadakan penelitian karena:  

a. Lokasi penelitian mudah dijangkau. 

b. Tersedianya buku atau literatur yang menunjang.  

c. Judul ini sangat relevan dengan disiplin ilmu khususnya dibidang 

Mu’amalah fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. 

d. judul skripsi yang diambil cukup menarik karena belum pernah ada yang 

membahas.   

 

C. Latar Belakang Masalah 

Manusia sebagai makhluk sosial yaitu makhluk yang berkodrat hidup 

dalam masyarakat. Manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk 
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memenuhi hajat hidupnya. Untuk memenuhi hajat hidupnya, banyak cara yang 

dapat dilakukan. 

Islam memberikan ajaran kepada umat manusia selain untuk beribadah, 

juga mengajarkan untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan 

sesama manusia. Islam mengatur hubungan yang kuat antara akhlak, akidah, 

ibadah, dan muamalah. Aspek muamalah merupakan aturan bagi manusia 

dalam menjalankan kehidupan sosial, sekaligus merupakan dasar untuk 

membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ajaran 

muamalah akan menahan manusia dari menghalalkan segala cara untuk 

mencari rezeki. 

Adapun salah satu bentuk muamalah yang terjadi ialah jual beli ikan 

dengan cara memancing, dengan satu pihak sebagai penjual (pengelola kolam) 

dan pembeli (pemancing). Memancing merupakan salah satu jenis olahraga, 

kegiatan wisata alam serta kelestarian lingkungan. Selain itu memancing ikan 

dapat digunakan sebagai wahana hiburan dan silahturahmi diantara para 

pemancing ikan. 

Tempat pemancingan ikan juga dapat dijadikan sebagai tempat hiburan 

bagi siapa saja yang berkunjung, sebagian pengunjung adalah pekerja yang 

biasanya disibukkan dengan berbagai macam pekerjaannya, karena kegiatan 

memancing ikan termasuk hiburan yang dapat mengatasi kejenuhan. Dan 

sebagian pengunjung lainnya adalah para wisatawan yang gemar memancing 

ikan.  
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Pemancingan Flobamora adalah salah satu lokasi pemancingan yang 

memanfaatkan lahan sekitar 1600m2. Terletak di Desa Sukajaya Lempasing 

Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Lampung. Pemancingan ini 

ramai dikunjungi orang-orang yang memiliki hobi memancing maupun 

kegiatan wisata alam. Pemancingan Flobamora memiliki sistem memancing 

harian.  Orang yang akan memancing ikan dapat dikatakan melakukan jual beli 

ikan dengan cara memancing ikan sendiri dalam suatu pemancingan. Seperti 

halnya yang terjadi di pemancingan Flobamora Desa Sukajaya Lempasing, 

proses pemancingan yang terjadi di pemancingan Flobamora berbeda dengan 

pemancingan lainnya, dimana sistem yang digunakannya adalah sistem harian 

dengan cara membayar dulu uang sejumlah Rp.15.000,00 di awal perjanjian, 

setelah itu pemancing dapat mengambil atau memancing ikannya dan 

membawanya pulang dengan cara memancing sesuai waktu yang telah 

ditentukan.  

Dengan demikian akad yang dilakukan di pemancingan Flobamora ini 

adalah menggunakan akad jual beli, karena pembayarannya dilaksanakan di 

awal perjanjian dan ikan dapat dibawa pulang setelahnya tanpa ditimbang lagi. 

Dalam hal ini terjadinya akad jual beli, dimana jual beli  merupakan suatu 

perjanjian tukar-menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan 

melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling 

merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara’(hukum Islam).
6
 

                                                             
6
 A. Khumedi Ja’far, Loc. Cit 
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Praktik jual beli dengan cara memancing yang dilakukan di pemancingan 

Flobamora ini membuat salah satu pihak menjadi rugi baik pemancing ataupun 

pihak pengelola kolam pemancingan, karena apabila pemancing bisa 

mendapatkan ikan dengan jumlah banyak hanya dengan membayar 

Rp.15.000,00 diawal maka pengelola kolam pemancingan akan rugi, dan 

apabila pemancing tidak mendapatkan ikan dari hasil pancingannya maka 

pemancing yang akan rugi karena ia telah membayar uang sejumlah 

Rp15.000,00 diawal, dan uangnya tidak dapat kembali. Disini jelas adanya 

keganjalan karena setiap pemancing mendapatkan tarif yang sama akan tetapi 

ikan yang diperoleh pemancingan berbeda-beda dan tanpa ada proses 

penimbangan.  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dipandang laik untuk 

dikaji dalam sebuah penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam 

tentang Jual Beli dengan cara Memancing”. (Studi di Pemancingan 

Flobamora Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Padang Cermin Kabupaten 

Pesawaran Lampung). 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

beberapa pokok permasalahan yang selanjutnya akan menjadi objek 

pembahasan. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 
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1. Apakah praktik jual beli ikan dengan cara memancing pada kolam 

pemancingan Flobamora desa Sukajaya Lempasing ada unsur untung-

untungan ?  

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum Positif tentang praktik jual 

beli ikan dengan cara memancing di pemancingan Flobamora desa Sukajaya 

Lempasing ? 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui apakah praktik jual beli ikan dengan cara memancing 

pada kolam pemancingan Flobamora desa Sukajaya Lempasing ada 

unsur untung-untungan. 

b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum Positif tentang 

praktik jual beli ikan dengan cara memancing di pemancingan Flobamora 

desa Sukajaya Lempasing. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara Teoritis 

Penelitian ini sebagai upaya untuk memberikan pengetahuan dan 

pemahaman sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran oleh 

kalangan umat muslim serta para sarjana hukum Islam khususnya tentang 

bermua’malah. 
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b. Secara Praktis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai acuan yang dapat 

memberikan informasi mengenai tinjauan hukum Islam dan hukum 

Positif tentang jual beli ikan dengan cara memancing di pemancingan 

Flobamora Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Padang Cermin 

Kabupaten Pesawaran Lampung. 

2. Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir 

guna memperoleh gelar S.H., pada Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan 

Lampung. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif 

yang penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting).
7
 

Alasannya penelitian ini mengkaji kegiatan bermua’malah, di mana 

dilakukannya penelitian untuk menyelesaikan permasalahan tentang adanya 

jual beli dengan cara memancing di pemancingan Flobamora Desa Sukajaya 

Lempasing Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Lampung 

dengan konsep hukum Islam dan hukum positif sehingga melahirkan 

perspektif di mana akan muncul suatu temuan yang terfokus pada praktik 

jual beli ikan dengan cara memancing. 

                                                             
 

7
 Susiadi AS, Metodologi Penelitian (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan 

LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015),  h. 2. 
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Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) yaitu 

penelitian langsung dilakukan dilapangan atau pada responden.
8
 Dalam hal 

ini akan langsung mengamati praktik jual beli ikan dengan cara memancing 

di pemancingan Flobamora Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Padang 

Cermin Kabupaten Pesawaran Lampung. 

2. Sifat Penelitian 

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk 

mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat 

upaya-upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterprestasikan 

kondisi-kondisi yang saat ini terjadi atau ada.
9
 Penelitian yang digagas 

ditujukan untuk melukiskan, melaporkan, dan menjelaskan mengenai objek 

penelitian yang diteliti, selanjutnya menganalisis penelitian tersebut dengan 

menggunakan ketentuan hukum Islam yang terfokus pada masalah jual beli 

ikan dengan cara memancing di pemancingan Flobamora Desa Sukajaya 

Lempasing Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Lampung. 

3. Data dan Sumber Data 

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan hukum dari adanya 

jual beli ikan dengan cara memancing, oleh karena itu sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

                                                             
 8

 Ibid, h.10. 
9
 Moh. Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 10. 
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a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau 

objek yang diteliti.
10

 Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti 

bersumber dari pengelola kolam pemancingan Flobamora Desa Sukajaya 

Lempasing Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Lampung, 

dan para pemancing. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang telah lebih dulu dikumpulkan dan 

dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari peneliti sendiri, walaupun 

yang dikumpulkan itu sesungguhnya data asli.
11

 Data sekunder yang 

diperoleh peneliti dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan 

permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. 

4. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian.
12

 Adapun jumlah 

populasi didalam penelitian ini adalah 1 pengelola kolam pemancingan dan 

10 para pemancing.  

Mengingat penelitian ini adalah penelitian populasi (population 

research), maka dalam pendapat Suharsimi Arikunto bahwa: Apabila 

subjeknya kurang dari seratus, lebih baik diambil semua sehingga penelitian 

                                                             
 

10
 Ibid, h. 57. 

 
11

 Ibid, h. 58. 
12

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), h.173. 
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merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlahnya subjeknya besar 

dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% lebih. 
13

 

Dalam penelitian ini mengambil seluruh populasi yang ada sehingga 

penelitian ini merupakan penelitian populasi. Adapun populasi yang diteliti 

berjumlah 11 orang terdiri dari 1 orang pengelola kolam pemancingan dan 

10 orang para pemancing dipemancingan Flobamora. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini, digunakan 

beberapa metode, yaitu: 

a. Observasi 

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan 

melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala 

atau fenomena yang ada pada objek penelitian.
14

 Metode ini dilakukan 

untuk melihat apakah praktik jual beli ikan pada kolam pemancingan 

Flobamora tersebut termasuk dalam kategori penipuan atau tidak dengan 

cara pengamatan secara langsung ke lokasi objek penelitian dan 

pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang 

diteliti serta melakukan transaksi sebagai pembeli yang berhubungan 

dengan praktik jual beli ikan dengan cara memancing.  

 

 

                                                             
13

 Ibid, h. 115. 
14

 Muhammad Pabundu Tika, Op.Cit, h. 58. 
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b. Wawancara (Interview) 

Wawancara (Interview) adalah metode pengumpulan data dengan 

cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematik dan berlandaskan 

pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian.
15

 Pada praktiknya telah 

disiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada 

pengelola kolam pemancingan, dan beberapa pemancing. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung 

ditujukan pada subyek peneliti, namun melalui dokumen. Dokumen yang 

digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, 

catatan kasus dalam pekerjaan social dan dokumen lainnya.
16

 

Dokumentasi ini dimaksudkan untuk memperoleh bukti mengenai apakah 

praktik jual beli ikan pada kolam pemancingan Flobamora tersebut  ada 

unsur untung-untungan. 

6. Pengolahan Data 

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data 

umumnya dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut ini: 

a. Pemeriksaan Data (Editing), adalah pengecekan atau pengkoreksian 

data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk 

(raw data) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.
17

 Pengecekan 

atau pengkoreksian ini juga bertujuan untuk mengoreksi apakah data 

                                                             
15

 Ibid. h. 62. 
16

 Susiadi AS, Op.Cit, h. 106. 
17

 Ibid,  h. 115. 
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yang terkumpul sudah cukup lengkap, dan sudah sesuai atau relevan 

dengan masalah yang akan dibahas yang berjudul tinjauan hukum Islam 

tentang jual beli ikan dengan cara memancing di pemancingan 

Flobamora Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Padang Cermin 

Kabupaten Pesawaran Lampung. 

b. Sistematisasi data (Sistematizing) adalah menempatkan data menurut 

kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah,
18

 dengan cara 

melakukan pengelompokkan data yang telah diedit dan diberi tanda 

menurut klasifikasi  dan urutan masalah.  

7. Metode Analisis Data 

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan 

dengan kajian penelitian, yaitu tinjauan hukum Islam tentang jual beli ikan 

dengan cara memancing di pemancingan Flobamora Desa Sukajaya 

Lempasing Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Lampung 

yang akan dikaji dengan menggunakan metode kualitatif. Maksudnya adalah 

bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah praktik jual beli ikan 

pada kolam pemancingan Flobamora tersebut termasuk dalam unsur untung-

untungan. 

Tujuannya dapat dilihat dari sudut hukum Islam dan hukum Positif, 

yaitu agar dapat memberikan kontribusi keilmuan serta memberikan 

pemahaman mengenai jual beli ikan dengan cara memancing dalam tinjauan 

                                                             
18

 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya 

Bakti, 2004),  h. 126. 
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atau pandangan hukum Islam dan hukum Positif. Metode berfikir ilmiah 

dalam penulisan ini adalah metode berfikir induktif. Metode induktif yaitu 

proses berfikir untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari 

berbagai kasus yang bersifat khusus (individual).
19

 

 

                                                             
19

 Ibid, h. 8. 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Jual Beli Dalam Islam 

1. Pengertian Jual Beli 

Terdapat beberapa pengertian jual beli baik secara bahasa (etimologi) 

maupun secara istilah (terminologi). Jual beli menurut bahasa (etimologi) 

berarti:
1
 

يْئِِِمُقَابَ لَةُالشَّيْئِِ باِلشَّ     
“Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).” 

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti al-ba‟i, al-tijarah, 

dan al-mubadalah, hal ini sebagaimana firman Allah SWT :
2
   

           

“mereka itu mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi.”  

Menurut istilah (terminiologi), terdapat beberapa pendapat :
3
 

a. Menurut Ulama Hanafiyah, jual beli adalah  

صُوْصٍِمَالٍِبِاَلٍِعَلَىِوَجْهٍِمَِْمُبَادَلَةُِ  
“pertukaran harta (benda) dengan harta (yang lain) berdasarkan cara 

khusus (yang dibolehkan).” 

 

                                                             
1
 A. Khumedi Ja‟far, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Bandar Lampung: Pusat 

Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 139. 
2
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 2014), h. 67. 

3
 A. Khumedi Ja‟far, Op. Cit, h. 139-140. 
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b. Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah 

ةُِمَالٍِبِاَلٍِتََلِْيْكًامُقَابَ لَِ   
“pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk kepemilikan”. 

c. Menurut Qudamah, jual beli adalah  

 مُبَادَلَةُِالماَلِِباِْلماَلِِتََلِْيْكًاِوَتََلَُّكًا
 “pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadikan 

milik.”  

Menurut Sayyid Sabiq jual beli adalah penukaran benda dengan benda 

lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan 

adanya penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
4
 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau barang dengan 

uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain 

atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara‟ 

(hukum Islam).
5
 

2. Dasar Hukum Jual Beli 

Hukum asal dari jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi, pada 

situasi-situasi tertentu, menurut Imam asy-Syatibi (w.790 H), pakar fiqh 

Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam asy-Syatibi memberi 

contoh ketika terjadi praktik ihtikar (penimbunan barang sehingga stok 

                                                             
4
 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 12, (Bandung: Alma‟arif, 1997), h. 45. 

5
 A. Khumedi Ja‟far, Op.Cit, h. 140. 
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hilang dari pasar dan harga melonjak naik.
6
 Jual beli disyariatkan 

berdasarkan Al-Qur‟an, sunnah, dan ijma‟. 

a. Al-Qur‟an  

Al-Qur‟an adalah dasar hukum yang menduduki tingkat pertama 

dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan 

beragama. Dalam masalah jual beli terdapat dalam Q.S. al-Baqarah (2): 

275 berbunyi: 

ِمَِالرِّبٰوا  …وَِاَِحَلَِّاللهُِالْبَ يْعَِوَِحَرَّ
Artinya : “.....Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba.” (Q.S. Al-Baqarah (2): 275)
7
 

Ayat di atas secara umum tapi tegas memberikan gambaran tentang 

hukum kehalalan jual beli dan keharaman riba. Allah SWT. Tegas-tegas 

menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Meskipun keduanya 

(jual beli maupun riba) sama-sama mencari keuntungan ekonomi, namun 

terdapat perbedaan yang mendasar dan signifikan terutama dari sudut 

pandang cara memperoleh keuntungan disamping tanggung jawab resiko 

kerugian yang kemungkinan timbul dari usaha ekonomi itu sendiri.
8
  

Surat al-Baqarah ayat 198: 

                  

                                                             
6
 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),  h. 114. 

7
 Departemen Agama RI, Op.Cit, h. 47. 

8
 Muhammad Amin Suma, Tafsir Ayat Ekonomi, (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2013), h. 

173-174. 



18 

 

Artinya : “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil 

perniagaan) dari Tuhanmu.” (Q.S. Al-Baqarah (2): 198) 
 9
 

Allah juga telah menegaskan dalam surat An-Nisa‟ ayat 29 yang 

berbunyi : 

                         

   

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang bat}il (tidak 

benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar 

suka sama suka di antara kamu.” (Q.S. An-Nisa‟ (4): 29)
10

 

Isi kandungan ayat di atas menekankan keharusan mengindahkan 

peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang 

diistilahkan dengan (الباطل) al-bat}il, yakni pelanggaran terhadap 

ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Ayat tersebut juga 

menekankan adanya kerelaan kedua belah pihak. Walaupun kerelaan 

adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, indikator dan tanda-

tandanya dapat terlihat. Ijab dan qabul, atau apa saja yang dikenal dengan 

adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang 

digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.
11

 

b. Had}is| 

Hadis| adalah sumber kedua yang merupakan pedoman mengistimbat 

suatu hukum. Dan ini merupakan rahmat Allah kepada umatnya sehingga 

                                                             
9
 Departemen Agama RI, Op.Cit,  h. 31. 

10
 Ibid, h. 83. 

 
11

 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 499. 
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hukum Islam tetap elastis dan dinamis sesuai dengan perkembangan 

zaman. Adapun hadits yang mengemukakan tentang jual beli  antara lain:  

اَنَِّاِلَّ ََََِّّّلَّفَاعَةَِبْنَِراَفِعٍِرَضِىَِاللهُِعَنِْرِِ ِااللهُِِىِعَُْهُِ كَسْبِِلِْعَلَيْهِِوَسَلَّمَِسُئِلَ:اَيِّ
كُِلُِّبَ يْعٍِمَب ْرُِِ,,طْيَبُِ؟ِقَالَِأَِ الْبَ زَّارُِوَََّحَّحَهُِاْلحاَكِمُ(عَمَلُِالرَّجُلِِبيَِدِهِِوَ وْرٍِ)رَوَاهُِ

12  
Artinya : Dari Rifa‟ah bin Rafi‟i r.a., bahwasannya Nabi Saw. Pernah 

ditanya, “pekerjaan apa yang paling baik?” Beliau menjawab, 

“pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual 

beli yang baik.” (H.R. Al- Bazzar dan dianggap sahih menurut 

Hakim) 

 

Hadis| lain yang menjelaskan tentang jual beli adalah : 

ثَ َُاِإِبْ رَاهِيْمُِبْنُِمُوْسَىِأَخْبَ رَناَِعِيْسَىِعَنِْثُ وْرٍِ عَنِْخَالِدِِبْنِِمَعْدَانَِعَنِِالْمِقْدَامِِرَضِىَِحَدَّ
ِخَي ْرًاِمِنِْأنِْ عَنِْرَسُوْلِِالِلهََِّلَىِاللهُِعَلَيْهِِوَسَلَّمَِقَالَ:ِمَاأَكَلَِأَحَدٌِطَعَامًاِقَطُّ اللهُِعَُْهُِ

كَِانَِ يأَْكُلُِمِنِْعَمَلِِيَدِهِِ.ِ)رواهِيأَْكُلَِمِنِْعَمَلِِيَدِهِِوَإِنَِّنَ َُِّالِلهِدَاوُدَِعَلَيْهِِالسَّلَامُ
13البخاريِومسلم(ِ

 

Artinya : Diceritakan Ibrahim bin Musa, mengabarkan „Isa, dari Tsaur, 

dari Kholidi bin Ma‟dan, dari Miqdam r.a. bahwa Rasulullah 

Saw. berkata : “Tidak ada makanan yang dimakan seseorang, 

sekali-kali tidak ada yang lebih baik daripada makanan-

makanan dari hasil usahanya sendiri. Sesungguhnya Nabi 

Allah Daud a.s. makan dari hasil usaha tangan beliau sendiri.” 

(H.R. Bukhari Muslim) 

c. Ijma  

Ijma merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Qur‟an 

dan sunnah. Para ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan 

dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan 

dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang 

milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang 

                                                             
12 Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam, penerjemah 

Achmad Sunarto, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 303. 
13

 Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, shahih Bukhori, jilid II, No. 

Hadis 1944, ( Bandung: Dahlan, tt), h. 788. 
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lainnya yang sesuai.
14

Para ahli ushul merumuskan kaidah fiqh yang 

berbunyi: 

مَاقََِِّْلُِفِِِالْمُعَاِمَلَةِِالَِِْاَِلَِْ اِلاَِّ ليِْلُِعَلَىِمَُْعِهِِِمَِاباَِحَةُِ 15الدَّ  
Artinya : “Hukum dasar dalam bidang muamalah adalah kebolehan 

(ibahah) sampai ada dalil yang melarangnya”. 

Selain itu, berdasarkan dasar hukum sebagaimana penjelasan diatas 

bahwa jual beli itu hukumnya adalah mubah, yang artinya jual beli itu 

diperbolehkan asalkan didalamnya memenuhi ketentuan yang ada dalam 

jual beli. Oleh karena itu, praktik jual beli yang dilakukan manusia sejak 

masa Rasulullah SAW, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah 

sepakat akan disyariatkan jual beli.
16

 

3. Rukun dan Syarat Jual Beli  

a. Rukun Jual Beli 

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga 

jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara‟. Dalam menentukan rukun 

jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur 

ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab 

(ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari 

penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu 

hanyalah kerelaan (rida/tara‟d}hi) kedua belah pihak untuk melakukan 

transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan 

unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka 

                                                             
14

 Rachmat Syafe‟i, Fiqh Mu‟amalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 75. 
15

 Beni Ahmad Saebani, Ilmu Ushul Fiqh (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 59-60. 
16

 Sayid Sabiq, Op.Cit, h. 46. 
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diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah 

pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang 

melakukan transaksi jual, menurut mereka, boleh tergambar dalam ijab 

dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang 

(ta‟a‟thi).
17

 

Akan tetapi, Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada 

empat, yaitu:
18

     

1. Orang yang berakad atau al-muta‟aqidain (penjual dan pembeli) 

a. Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang 

yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah  

cakap dalam melakukan transaksi jual beli (mukallaf). 

b. Pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan 

hartanya (uangnya).
19

 

2. Sighat (ijab dan qabul)  

Sighat (ijab dan qabul) yaitu persetujuan antara pihak penjual dan 

pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak 

pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang 

(serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun 

tulisan.
20
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 Nasrun Haroen, Op.Cit,  h. 114-115. 
18

 Ibid, h. 115. 
19

 A. Kumedi Ja‟far, Op.Cit, h. 141. 
20

 Ibid 
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3. Ada barang yang dibeli  

Untuk menjadi sahnya jual beli harus ada ma‟qud alaih yaitu 

barang yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab 

terjadinya perjanjian jual beli.
21

 

4. Ada nilai tukar  pengganti barang 

Ada nilai tukar pengganti barang yaitu suatu yang memenuhi tiga 

syarat; bisa menyimpan nilai (store of value), bisa menilai atau 

menghargakan suatu barang (unit of account), dan bisa dijadikan alat 

tukar (medium of exchange).
22

 

b. Syarat Jual Beli    

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang 

dikemukakan di atas adalah sebagai berikut :
23

 

a. Syarat orang yang berakad  

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang 

melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat: 

1. Baligh dan berakal. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan 

anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Jumhur Ulama 

berpendapat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus 

telah akil baligh dan berakal.
24

 Baligh menurut hukum Islam 

(Fiqh), dikatakan baligh (dewasa) apabila telah berusia 15 tahun 

                                                             
21

 Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”. Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 

3 No.2 (Desember 2015), h. 249. 
22

 Ibid, h. 250. 
23

 Nasrun Haroen, Loc. Cit 
24

 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat) (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2003), h. 118. 
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bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (haid) bagi anak 

perempuan. Oleh karena itu transaksi jual beli yang dilakukan anak 

kecil adalah tidak sah, namun demikian bagi anak-anak yang sudah 

dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, tetapi ia 

belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi 

atau belum haid), menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut 

diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya 

untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai.
25

  

2. Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), maksudnya bahwa 

dalam melakukan transaksi jual beli tersebut salah satu pihak tidak 

melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga 

pihak lain pun dalam melakukan transaksi jual beli bukan karena 

kehendaknya sendiri. lagi disebabkan kemauannya sendiri. Oleh 

karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas kehendaknya sendiri 

adalah tidak sah.
26

  

Hal ini sebagaimana Firman Allah SWT: 

                        

            َِِالله           

Artinya :  “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang bat}il, 

kecuali dengan jalan perniagaan (jual beli) yang 

berlaku suka sama suka di antara kamu.” (Q.S. An-

Nisa‟ (4) : 29)
27
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 A. Kumedi Ja‟far, Op.Cit, h. 143-144. 
26

 Ibid, h. 142. 
27

 Departemen Agama RI, Op.Cit, h. 47. 
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3. Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda. 

Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang 

bersamaan sebagai penjual, sekaligus pembeli. Misalnya, Ahmad 

menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, jual beli seperti ini 

adalah tidak sah .
28

 

4. Keduanya tidak pemboros atau mubazir, maksudnya para pihak 

yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-

orang yang boros (mubazir), sebab orang yang boros menurut 

hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya 

ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum 

meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingannya semata.
29

  

Hal ini sebagaimana firman Allah SWT :  

              ُِالله               

        

Artinya : “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang 

belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam 

kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok 

kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari 

hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata 

yang baik.” (Q.S. An-Nisaa (4) : 5)
30

 

b. Syarat yang terkait dengan ijab dan kabul  

Ulama fiqh sepakat menyatakan, bahwa urusan utama dalam jual 

beli adalah kerelaan kedua belah fihak. Kerelaan ini dapat terlihat saat 

akad berlangsung. Ijab kabul  harus diucapkan secara jelas dalam 

                                                             
28

 Nasrun Haroen, Op.Cit,  h. 116. 
29

 A. Khumedi Ja‟fa, Op.Cit, h. 143. 
30

 Departemen Agama RI, Op.Cit, h. 77. 
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transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual 

beli dan sewa-menyewa.
31

 Menurut ulama yang mewajibkan lafadz, 

terdapat beberapa syarat yang perlu dipehatikan, antara lain : 
32

 

1. Keadaan ijab dan qabul berhubungan. Artinya, salah satu dari 

keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum 

berselang lama. 

2. Makna keduanya hendaklah mufakat (sama) walaupun lafadz 

keduanya berlainan. 

3. Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, seperti 

kata-katanya, “Kalau saya jadi pergi, saya jual barang ini sekian.” 

4. Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau 

setahun adalah tidak sah. 

c. Syarat barang yang diperjualbelikan 

Syarat barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat-

syarat sebagai berikut :
33

 

1. Suci atau bersih barangnya  

Adapun yang dimaksud dengan bersih barangnya, bahwa 

barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan 

sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang 

diharamkan. 
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 M. Ali Hasan, Op.Cit, h. 120. 
32

 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, Cetakan ke-27, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 

h. 282. 
33
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Hal ini sebagaimana sabda Nabi: 

ثَ َُاِاللّيْثُِعَنِْيزَيِْدَِبْنِِأَبِِِحَبِيْبٍِعَنِْعَطاَءِِبْنِِأَبِِِرَبَّاحٍِعَنِْ ِثَ َُاِقُ تَ يْبَةُِحَدَّ حَدَّ
ِاللهِِ ِرَسُوْلَ ِسََِعَ ِأنََّهُ ،ِ ِعَُ ْهُمَاَ ِالُله ِرَضِيَ ِعَبْدِالِله ِوَسَلَّمَِجَابِربٍْنِ ِعَلَيْهِ ََِّلَىِالُله

ِوَالُِْْْزيِرِِْ ِالْمَيْتَةِ ِوَ ِالَْْمْرِ ِبَ يْعَ ِحَرَّمَ ِوَرَسُوْلهُُ ِالَله ِ:إِنَّ ِبِكََّةِ ِوَهُوَ ِالْفَتْحِ ِعَامَ يَ قُوْلُ
ِيطُْلَىِبَِِ ِفَإِنَّهُ ِالْمَيْتَةِ، ِشَحَوْمَ ِأَرأَيَْتَ ِالِله ِرَسُوْلُ ِياَ :ِ ِفَقِيْلَ ِ،ِوَلَََُّْْامِ ِالسُّفُنُ ا

ِالِلهََِّلَىِالُلهِعَلَيْهِِ ِرَسُوْلَ ِثَُُِّقاَلَ ِحَرَامٌ ِالَّاسِ؟ِفَ قَالَِ:ِلَا،ِهُوَ وَيسُْتَصْبَحُِبِاَ
كَِلُِثََََُهُِ ِوَِجَلَّ،ِلَمَّاِحَرَّمَِهُ،ِفَأَ وَسَلَّمِعُِْدَِذَلِكَ:ِِقَاتَلَِاللهُِالْبَ هُوْدَ،ِإِنَِّالَلهِعَزَّ

34ِوِمسلم(ِ.ِ)رواهِالبخاري
Artinya : Meriwayatkan Qataibah, meriwayatkan Al-Laits dari 

Yazid bin Abu Habib, dari „Ato bin Abu Rabbah, dari 

Jabir bin Abdulllah r.a. telah mendengar Rasulullah 

Saw. bersabda ketika Fathu Makkah: “Sesungguhnya 

Allah dan Rasulullah telah mengharamkan khamr 

(arak), babi, bangkai, dan patung-patung (berhala).” 

Lalu ditanya: “Wahai Rasulullah, bagaimanakah 

pendapatmu tentang lemak-lemak (gajih) bangkai yang 

digunakan untuk mencat kapal (perahu), meminyaki 

kulit, juga untuk menyalakan  lampu?” Maka 

Rasulullah menjawab: “Tidak boleh, tetap haram 

menjualnya.” Kemudian dilanjutkan sabdanya, 

“Semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi, 

ketika Allah mengharamkan lemak (gajih), lalu mereka 

berusaha mengolahnya kemudian dijual dan dimakan  

hasilnya (penjualan itu).” (H.R. Bukhari Muslim) 

 

Berdasarkan hadis di atas, kesucian merupakan salah satu 

syarat sahnya jual beli. Jadi, tidak sah menjual arak atau bangkai 

atau babi atau anjing atau berhala karena objek tersebut pada 

dasarnya sudah dihukumi najis oleh Alquran. 

2. Barang atau benda yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan  

Maksudnya barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat 

relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan 
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sebagai obyek jual beli adalah merupakan barang yang dapat 

dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi (seperti beras, buah-

buahan, ikan, sayur mayur dan lain-lain), dinikmati keindahannya 

(seperti hiasan rumah, bunga-bungaan dan lain-lain), dinikmati 

suaranya (seperti radio, televisi dan lain-lain) serta dipergunakan 

untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli seekor anjing 

untuk berburu. Yang dimaksud dengan barang yang 

diperjualbelikan dapat dimanfaatkan adalah bahwa kemanfaatan 

barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (Syariat 

Islam), maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan  

dengan norma-norma agama yang ada. 

Hal ini sebagaimana sabda Nabi: 

،ِاَخْبَ رَنَ       اِمَالِ       كٌ،ِعَ       نِِابْ       نِِشِ       هَاٍ ،ِعَ       نِ َِ ثَُاِعَبْ       دُالِلهِابْ       نِِي ُ       وِْسُ        أَبِِحَ       دَّ
ِرَضِ        يَِاللهُِعَُْ        هُ،ِاَنَِّرَسُ        وْلُِ بَكْ        ربِْنِِعَبْ        دِالرَّمَْنِ،ِعَ        نِأَبِِمَسْ        عُوْدٍِاَلَْنْصَ        اريِِّ
،ِوَحُلْ         وَانِِ الِلهََِّ         لَىِاللهُِعَلَيْ         هِِوَسَ         لَّمَِنَ هَ         ىِعَ         نِْثَََ         نِِالْكَلْ         بِ،ِوَمَهْراِلْبَ ِ         يِّ

 35 الْكَاهِنِِ.ِ)راوهِالبخاريِوِمسلم(

Artinya : “Diceritakan Abdullah Bin Yusuf mengabarkan kepada 

Malik, dari Bin Syihab, dari Abu Bakar Bin 

Abdurrahman, dari Abi Mas‟ud Bin Anshori r.a., bahwa 

Nabi Muhammad Saw. melarang uang hasil penjualan 

anjing, upah pelacur, dan bayaran dukun.” (H.R. Bukhari 

Muslim) 

 

 

 

 

 

                                                             
35
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3. Barang atau benda yang diperjualbelikan milik orang yang 

melakukan akad 

Maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli 

atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan/atau 

telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan 

demikian jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan 

pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik, dipandang 

sebagai perjanjian jual beli yang batal. 

4. Barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diserahkan 

Adapun yang dimaksud dengan mampu menyerahkan, bahwa 

pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat 

menyerahkan barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli sesuai 

dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu 

penyerahan barang kepada pihak pembeli. 

5. Barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diketahui 

Artinya bahwa barang atau benda yang akan diperjualbelikan 

dapat diketahui banyaknya, beratnya, kualitasnya, dan ukuran-

ukuran lainnya. Maka tidak sah jual beli yang menimbulkan 

keraguan salah satu pihak atau jual beli yang mengandung 

penipuan. 
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Hal ini sebagaimana sabda Nabi:  

يَ فْتََِِِاللهُِعَنِْحَكِيْمِِبْنِِحِزَامٍِانََِّالَّبَََِِّّلَىِ عَلَيْهِِوَسَلَّمَِ:ِقَالَِالْبَ ي َّعَانِِباِالْْيَِارِِمَالََِْ
كَِ ََِيَ فْتََِِقَا،ِفَاِنََِّْدَِقَاوَبَ ي ََُّاِبُ وْرِِكَِلََمَُاِفِِِقَا،ِاوَْقَالَ:ِحَتِّٰ ِبَ يْعِهِمَاِوَاِنْ

بَ يْعِهِمَاِ)رواهِ كَِةُِ 36البخاريِوِمسلم(أمد،َ ِوكََمَاِمُِقَتِْبَ رَ  
 

Artinya : “Dari Hakim bin Hizam, bahwa sesungguhnya Nabi saw, 

bersabda: “Penjual dan pembeli (mempunyai hak) khiyar 

selama mereka belum berpisah.” Atau bersabda: 

“sehingga mereka berpisah, kemudian jika mereka benar 

dan jujur maka mereka diberkati dalam jual belinya, 

tetapi jika berdusta dan menyembunyikan, maka 

dihapuslah berkat jual beli mereka.” (HR. Ahmad, 

Bukhari dan Muslim) 

6. Barang atau benda yang diakadkan ada di tangan 

Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang 

belum di tangan (tidak berada  dalam penguasaan penjual) adalah 

dilarang sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat 

diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.   

d. Syarat nilai tukar (harga barang) 

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting. Zaman 

sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama fikih 

membedakan antara as-tsamn dan as-Si‟r. Menurut mereka, as-tsamn 

adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, 

sedangkan as-Si‟r adalah modal kepada konsumen, dengan demikian, 

ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga anatara 

pedagang dan konsumen (harga jual pasar). Harga yang dipermainkan 
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para pedagang adalah as-tsamn, bukan harga as-Si‟r.
37

 Ulama Fikih 

mengemukakan syarat as-tsamn sebagai berikut:
38

  

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. 

2. Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekali pun 

secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. 

Apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu 

pembayarannya pun harus jelas waktunya. 

3. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang 

dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara‟ seperti 

babi dan khamar, karena kedua jenis benda itu tidak benilai dalam 

pandangan syara‟.                     

4. Macam-Macam Jual Beli  

Dalam macam atau bentuk jual beli, Ulama Hanafiyah, membagi jual 

beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu :
39

   

a. Jual beli yang sahih 

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sahih apabila jual beli 

itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan 

milik orang lain, dan tidak tergantung pada Khiyar lagi. Misalnya, 

seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan 

syarat jual beli telah terpenuhi. Kendaraan roda empat itu telah diperiksa 

oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak, tidak terjadi 

manipulasi harga dan harga buku itu pun telah diserahkan, serta tidak ada 
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 M. Ali Hasan, Op. Cit,  h. 124. 
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 Ibid, h. 124-125. 

39
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lagi hak khiyar dalam jual beli itu. Jual beli seperti ini hukumnya sahih 

dan mengikat kedua belah pihak. 

b. Jual beli yang bat}il 

Jual beli dikatakan jual beli yang bat}il apabila salah satu atau seluruh 

rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya 

tidak disyari‟atkan atau barang yang dijual adalah barang-barang yang 

diharamkan syara‟.  

Jenis-jenis jual beli yang bat}il antara lain : 

a. Jual beli sesuatu yang tidak ada. Para ulama fiqh sepakat menyatakan 

jual beli seperti ini tidak sah atau bat}il. Misalnya, memperjualbelikan 

buahan yang putiknya pun belum muncul di pohon. 

b. Menjual barang yang tidak boleh diserahkan oleh pembeli, seperti 

menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan 

terbang di udara. Hukum ini disepakati oleh ulama fiqh dan termasuk 

ke dalam kategori bai al-gharar (jual beli tipuan). 

c. Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, 

tetapi ternyata dibalik itu semua terdapat unsur tipuan.  

d. Jual beli benda-benda najis, seperti khamar, babi, bangkai, dan darah 

karena semuanya itu dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak 

mengandung makna harta. 

e. Jual beli al-„arbun, yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui 

perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga 

barang yang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila 
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pembeli tertarik dan setuju maka jual beli sah. Tetapi apabila pembeli 

tidak setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan 

kepada penjual, menjadi hibah bagi penjual. 

Hal ini sebagaimana sabda Nabi: 

عَلَيْهِِوَسَلَّمَِعَنِْبَ يْعِِِبْنِِوِعَنِْعَمْرٍِ هِِقَالَِ:ِنَ هَىِالَّبََُِِّّلَىِاللهُِ ِشُعَيْبٍِعَنِْابَيِْهِِعَنِْجَدِّ
4ِٓالْعُرْباَنِ.ِ)رواهِأمد،ِوالُساء،ِوأبوداود،ِوهوللمكِفِالموطاء(

Artinya: Dari Amr bin Syu‟aib dari ayahnya dari datuknya, ia berkata 

Nabi Saw. melarang jual beli dengan persekot. (HR. Ahmad, 

Nasa‟i, Abu Daud, dan Imam yang meriwayatkannya dalam 

Al Muwatha) 

f. Memperjual belikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak 

boleh dimiliki seseorang, karena air yang tidak dimiliki seseorang 

merupakan hak bersama ummat manusia, tidak boleh diperjualbelikan. 

Hal ini sebagaimana sabda Nabi:  

عَنِْبَ يْعِِفَضْلِِِمَِعَلَيْهِِوَسَلَِّاللهََُِّلَّىِِاللهِِِىِرَسُوِْلُِقَالَ:ِنَ هِِٰاللهِِوَعَنِْجَاِبِرِِبْنِِعَبْدِِ
مُسْلِمُِوَزَادَفِِِرِوايةٍَ:ِالْمَا 41ِوَعَنِْبَ يْعِِضِرَاِِ ِالَْْمَلِ(ءِِ)رَوَاهُِ  

Artinya: Jabir bin Abdullah ra. Berkata, “Rasulullah Saw. melarang 

menjual kelebihan air”. (HR. Muslim dan ia menambahkan 

dalam riwayat lain, “Dan melarang menjual perkawinan unta 

jantan) 

c. Jual beli fasid  

Jual beli fasid adalah jual beli yang rusak dan apabila kerusakan itu 

menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki.  

                                                             
40

 Asy-Syaukani Rohimahulloh, Op.Cit, h. 1662. 
41

 Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, Op.Cit, h. 309. 
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Jenis-jenis jual beli fasid, antara lain : 

a. Jual beli al-majhul, yaitu jual beli yang barangnya secara global tidak 

dapat diketahui, dengan syarat kemajhulannya bersifat menyeluruh. 

Akan tetapi, apabila kemajhulannya bersifat sedikit, maka jual belinya 

sah. 

b. Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat. Menurut ulama 

Hanafiyah, jual beli seperti ini dianggap sah pada saat syaratnya 

terpenuhi atau tenggang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh 

tempo. 

c. Menjual barang yang gaib yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual 

beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat langsung oleh pembeli. 

d. Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. 

e. Barter dengan barang yang yang diharamkan, umpamanya menjadikan 

barang-barang yang diharamkan sebagai harga, seperti babi, khamar, 

bangkai, dan darah. 

f. Jual beli ajal, misalnya seseorang menjual barangnya kepada orang 

lain yang pembayarannya ditunda selama satu bulan, kemudian 

setelah penyerahan kepada pembeli, pemilik barang pertama membeli 

barang itu dengan harga yang lebih rendah, sehingga pertama tetap 

berutang kepada penjual. Jual beli seperti ini dikatakan fasid karena 

jual beli ini menyerupai dan menjurus kepada riba. 

g. Jual beli anggur dan buah-buahan lainnya untuk tujuan pembuatan 

khamar. 
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h. Jual beli dengan dua syarat. Misalnya seperti ungkapan pedagang 

yang mengatakan, “Jika tunai harganya Rp. 50.000, dan jika berutang 

harganya Rp 75.000”.  

i. Jual beli barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari 

satuannya. Misalnya membeli tanduk kerbau pada kerbau yang masih 

hidup. 

j. Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna 

matangnya untuk dipanen. 

5. Bentuk Jual Beli yang Dilarang 

Dalam pembagian atau macam-macam jual beli yang dilarang dalam 

Islam, Wahbah Az-Zuhaili membagi atas beberapa bagian sebagai berikut:
42

 

1. Jual beli yang dilarang karena ahliah ahli akad (penjual dan pembeli) 

adalah sebagai berikut: 

a. Jual beli orang gila 

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang yang gila tidak 

sah, begitu juga jual beli orang yang sedang mabuk juga dianggap 

tidak sah, sebab ia dipandang tidak berakal. 

b. Anak kecil 

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil (belum 

mumayyiz) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang 

ringan. 

 

                                                             
42 A. Kumedi Ja‟far, Op.Cit, h. 149. 
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c. Orang buta 

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta 

tanpa diterangkan sifatnya dipandang tidak sah, karena ia dianggap 

tidak bisa membedakan barang yang jelek dan yang mana baik, 

bahkan menurut ulama syafi‟iyah walaupun diterangkan sifatnya tetap 

dipandang tidak sah. 

d. Orang yang dipaksa 

Menurut Ulama Hanafiyah, hukum jual beli orang terpaksa, seperti 

jual beli fud}ul (jual beli tanpa seizin pemiliknya), yakni ditangguhkan 

(mauquf). Oleh karena itu, keabsahannya ditangguhkan sampai rela 

(hilang rasa terpaksa). Menurut ulama Malikiyah, tidak lazim, baginya 

ada khiyar. Adapun menurut ulama Syafi‟iyah dan Hanabilah, jual 

beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridaan ketika akad.
43

  

e. Jual beli fud}ul 

Jual beli fud}ul yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin 

pemiliknya. Oleh karena itu menurut para ulama jual beli yang 

demikian dipandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang 

lain (mencuri). 

f. Jual beli orang yang terhalang (sakit, bodoh, atau pemboros) 

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang 

terhalang baik karena ia sakit maupun kebodohannya dipandang tidak 

                                                             
43 Rachmat Syafe‟i, Op.Cit, h. 94. 
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sah, sebab ia dianggap tidak mempunyai kepandaian dan ucapannya 

dipandang tidak dapat dipegang. 

g. Jual beli Mulja‟ 

Jual beli Mulja‟ yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang 

dalam bahaya. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama 

tidak sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi 

pada umumnya. 

2. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjual 

belikan), antara lain : 

a. Jual beli gharar 

Jual beli gharar yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran. 

Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan jual beli gharar ialah 

semua jenis jual beli yang mengandung jahalah (kemiskinan) atau 

mukhataroh (spekulasi) atau qumaar (permainan taruhan).
44

 Jual beli 

yang demikian tidak sah.   

Hal ini sebagaimana sabda Nabi: 

ثَ َُاِمَُمَّدُِبْنُِالسَّمَّاكِِعَنِْيَزيِْدَِبْنِِأَبِِزيِاَدٍِعَنِِالْمُسَيَّبِِبْنِِرَافِعٍِعَنِْعَبْدِِالِلهِبْنِِ حَدَّ
ِفَإِنَّهٌِ ِالْمَاءِ ِفِ ِلَاتَشْتَ رُواالسَّمَكَ ِوَسَلّمَ ِاللهَِّلىِاللهِعليه ِرَسُوْلُ ِقَالَ :ِ ِقَالَ مَسْعُوْدٍ

ِ 45غَرَرٌ.ِ)رواهِأمد(
Artinya : “Mewartakan Muhammad bin Samak dari Yazid bin Abi 

Ziyad dari Al-Musayyabbin Rafi‟ dari Abdullah bin Mas‟ud 

katanya : telah bersabda Rasul Saw., jangan kamu beli ikan 

yang berada di dalam air, karena itu adalah sesuatu yang 
tidak jelas.” (HR. Ahmad) 

                                                             
44

 Sayyid Sabiq, Op.Cit, h. 74. 
45

 Maktabu Syamilah, Sunan Al-Kubro Lil Baihaqi, Bab Tamrin Bay‟i Fadhlil Ma‟i Ladzi 

Yakunu Bil Falati Wa Yahtaju Ilaihi Yar‟i Kala‟i Tahrim Mani Badlaihi WA Tahrimu Bay‟i 

Dhirobi Al-Fahli, Juz : 8, h. 3494. 
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b. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan 

Maksudnya bahwa Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, 

seperti burung yang ada di udara dan ikan yang ada di air dipandang 

tidak sah, karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada kejelasan 

yang pasti. 

c. Jual beli majhul 

Jual beli majhul adalah jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual 

beli singkong yang masih ditanah, jual beli buah-buahan yang baru 

berbentuk bunga dan lain-lain. Jual beli seperti ini menurut Jumhur 

ulama tidak sah karena akan mendatangkan pertentangan di antara 

manusia.  

Dalam kitab Al-Lu‟lu‟ Wal Marjan, jual beli seperti ini dikategorikan 

tidak sah karena menjual buah sebelum tampak baiknya, Hal ini 

sebagaimana sabda Nabi: 

ِمَِ ِأَخْبَ رَناَ َِ ِيُ وْسُ ِبْنُ ِعَبْدُالِله ثَ َُا ِاللهُِحَدَّ ِعُمَرَرَضِيَ ِابْنِ ِالِله ِعَبْدِ ِعَنْ ِناَفِعٍ ِعَنْ الِكٌ
ِيَ بْدُوَََِّلَاِمُاَ،ِ ِرَسُوْلُِالِلهََِّلَىِالُلهِعَلَيْهِِوَسَلَّمَِنَ هَىِعَنِْبَ يْعِِالثِّمَارِِحَتََّّ عَُ ْهُمَاَِاَنَّ

46ِنَ هَىِالْبَاِئِعَِوَالْمُبْتَاِعَِ.ِ)راوهِالبخاريِوِمسلم(

Artinya : Diceritakan Abdullah bin Yusuf, mengabarkan Malik dari 

Nafi‟ dari Abdullah Bin Umar r.a. berkata : “Nabi Saw. 

melarang menjual buah di pohon sehingga terlihat nyata 

baiknya, Nabi Saw. melarang yang menjual dan yang 

membeli.” (H.R. Bukhari Muslim) 
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 Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, Op.Cit, No. Hadis 2057, h. 

827. 
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d. Jual beli sperma binatang 

Maksudnya bahwa jual beli sperma (mani) binatang, seperti 

mengawinkan seekor sapi jantan dengan betina agar mendapat 

keturunan yang baik adalah haram. Hal ini sebagaimana sabda Nabi: 

انَِّالَّ ََََِّّّلَّىِِاللهُِعَنِْاَبِِِْهُرَيْ رَةَِرَضِىَِِوَِ ِعَلَيْهِِوَسَلَّمَِنَ هِِٰاللهُِعَُْهُِ ىِعَنِْبَ يْعِِالْمَضَاِمِيِْْ
47قِيْحِِ)رواهِالبزار(ِلَامَوَالِْ  

 

Artinya : “Dari Abu Hurairah ra. bahwasanya, “Nabi Saw. Melarang 

menjual  anak hewan yang masih dalam kandungan dan 

bibit (air sperma binatang).” (HR. Al-Bazzar) 

e. Jual beli yang dihukumi najis oleh agama Islam (Al-qur‟an) 

Jual beli yang dihukumi najis dalam agama Islam maksudnya ialah 

bahwa jual beli barang-barang yang sudah jelas hukumnya oleh 

agama, seperti arak/khamar, babi, bangkai, dan berhala adalah haram. 

Hal ini sebagaimana sabda Nabi: 

ثَ َُاِاللّيْثُِعَنِْيزَيِْدَِبْنِِأَبِِِحَبِيْبٍِعَنِْعَطاَءِِبْنِِأَبِِِرَبَّاحٍِعَنِْجَابِربٍْنِِ ِثَ َُاِقُ تَ يْبَةُِحَدَّ ِحَدَّ
ِ ِرَسُوْلَ عَ ِسََِ ِأنََّهُ ،ِ ِعَُ ْهُمَاَ ِالُله ِرَضِيَ ِعَامَِعَبْدِالِله ِيَ قُوْلُ ِوَسَلَّمَ ِعَلَيْهِ ِالُله ََِّلَى الِله

ِالَلهِوَرَسُوْلهُُِحَرَّمَِبَ يْعَِالَْْمْرِِوَِالْمَيْتَةِِ وَالُِْْْزيِْرِِوَلَََُّْْامِِفَقِيْلَِ:ِ الْفَتْحِِوَهُوَِبِكََّةِِ:إِنَّ
ِيطُْلَىِ ِالْمَيْتَةِ،ِفَإِنَّهُ ِرَسُوْلُِالِلهِأَرأَيَْتَِشَحَوْمَ ِالَّاسِ؟ِياَ ِالسُّفُنُِ،ِوَيسُْتَصْبَحُِبِاَ بِاَ

عَلَيْهِِوَسَلَّمِعُِْدَِذَلِكَ:ِِقَاتَلَِاللهُِ فَ قَالَِ:ِلَا،ِهُوَِحَرَامٌِثَُُِّقَالَِرَسُوْلَِالِلهََِّلَىِاللهُِ
.ِ)رواهِالبخا كَِلُِثََََُهُِ ِوَِجَلَّ،ِلَمَّاِحَرَّمَِهُ،ِفَأَ 48ريِوِمسلم(الْبَ هُوْدَ،ِإِنَِّالَلهِعَزَّ  

Artinya : Meriwayatkan Qataibah, meriwayatkan Al-Laits dari Yazid 

bin Abu Habib, dari „Ato bin Abu Rabbah, dari Jabir bin 

Abdulllah r.a. telah mendengar Rasulullah Saw. bersabda 

ketika Fathu Makkah: “Sesungguhnya Allah dan Rasulullah 

                                                             
47

 Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Op.Cit, h. 322. 
48

 Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, Op.Cit, No. Hadis 2096, h. 

841. 
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telah mengharamkan khamr (arak), babi, bangkai, dan 

patung-patung (berhala).” Lalu ditanya: “Wahai Rasulullah, 

bagaimanakah pendapatmu tentang lemak-lemak (gajih) 

bangkai yang digunakan untuk mencat kapal (perahu), 

meminyaki kulit, juga untuk menyalakan  lampu?” Maka 

Rasulullah menjawab: “Tidak boleh, tetap haram 

menjualnya.” Kemudian dilanjutkan sabdanya, “Semoga 

Allah membinasakan orang-orang Yahudi, ketika Allah 

mengharamkan lemak (gajih), lalu mereka berusaha 

mengolahnya kemudian dijual dan dimakan  hasilnya 

(penjualan itu).” (H.R. Bukhari Muslim) 
 

Dilarangnya memperdagangkan barang-barang tersebut adalah karena 

dapat menimbulkan perbuatan maksiat, dapat membawa orang berbuat 

maksiat atau mempermudah dan medekatkan manusia melakukan 

kemaksiatan. Tujuan diharamkannya dapat melambankan perbuatan 

maksiat dan dapat mematikan orang untuk ingat kepada kemaksiatan 

serta menjauhkan manusia dari perbuatan maksiat.
49

 

f. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya 

Jual beli yang demikian itu adalah haram, sebab barangnya belum ada 

dan belum tampak jelas.  

Hal ini sebagaimana sabda Nabi: 

ِأَخْبَ رَناَِناَفِعٍِعَنِْعَبْدِِالِلهِبْنِِعُمَرَِرَضِيَِاللهُِعَُ ْهُمَا،ِانََِّ َِ ثَ َُاِعَبْدُالِلهِبْنُِيُ وْسُ حَدَّ
عًاِيَ تَبَاِيَ عُهُِِرَسُوْلُِاللهِِ الِلهََِّلَىِاللهُِعَلَيْهِِوَسَلَّمَِنَ هَىِعَنِْبَ يْعِِحَبْلِِالْحبََ لَةِِوكََانَِبَ ي ْ

ُْتَجُِالَّتِِِْبَطِْ يُ  ُْتَجَِالَّاِفَةُِ،ِثَُُِّ ِجُلُِيَ بْتَاعُِالْْزَُوْرَِإِلََِأَنِْتُ  كَِانَِالرَّ ُِهَاِ.ِأَهْلُِالْْاَِهِلِيَّةِ
50لم()رواهِالبخاريِومس  

Artinya : Meriwayatkan Abdullah bin Yusuf, mengabarkanNafi‟ dari 

Abdullah Bin Umar r.a. berkata bahwa Rasulullah Saw. 

melarang jual beli anak binatang yang masih di dalam 

                                                             
49

 Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram Dalam Islam, Alih bahasa oleh H. Mu‟ammal 

Hamidy, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003), h. 352. 
50

 Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, Op.Cit, No. Hadis 2012, h. 
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kandungan. Yaitu penjualan yang berlaku di masa jahiliyah, 

seorang membeli unta sehingga lahir yang di dalam 

kandungannya kemudian sampai beranak binatang yang 

telah lahir itu. (H.R. Bukhari Muslim) 

 

g. Jual beli muzabanah 

Jual beli muzabanah yaitu jual beli buah yang basah dengan buah 

yang kering. Misalnya jual beli padi kering dengan bayaran padi yang 

basah, sedangkan ukurannya sama, sehingga akan merugikan pemilik 

padi kering, Oleh karena itu jual beli seperti ini dilarang. 

Hal ini sebagaimana sabda Nabi: 

ثَنِِِمَلِِ ِثَ َُاِإِسَْاَعِيْلُِحَدَّ كٌِعَنِْناَفِعٍِعَنِْعَبْدِِالِلهِبْنِِعُمَرَِرَضِيَِاللهُِعَُ ْهُمَا،ِِأَنَِّحَدَّ
كَِيْلًا،ِوَِبَ يْعُِ ِرَسُوْلُِالِلهِالِلهََِّلَىِاللهُِعَلَيْهِِوَسَلَّمَِنَ هَىِعَنِِالْمُزَابَ َُةِِبَ يْعُِالثَّمَرِِباِلتَّمْرِ

كَِيلًا.ِ)رواهِالبخاريِوِمسلم ِبيِْبِِباِلْكَرْمِ 51(الزَّ  
Artinya : Diceritakan Ismail diceritakan Malik dari Nafi‟ dari 

Abdullah Bin Umar r.a. berkata : “Rasulullah Saw. 

melarang penjualan muzabanah, yiatu menjual buah di 

pohon dengan tamar yang jelas berat timbangannya, dan 

menjual kismis dengan anggur yang masih di pohon.” 

(H.R. Bukhari Muslim) 

h. Jual beli muhaqalah 

Jual beli muhaqalah yaitu jual beli tanam-tanaman yang masih di 

ladang atau kebun atau di sawah. Jual beli seperti ini dilarang oleh 

agama, karena mengandung unsur riba di dalamnya (untung-

untungan) 
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Hal ini sebagaimana sabda Nabi: 

ثَ َُاِعَبْدُالِلهِبْنُِ ِعَنِْأَبِِْسُفْيَانَِمَوْلََِابْنِِِحَدَّ ِأَخْبَ رَناَِمَالِكٌِعَنِْدَاوُدَِبْنِِالحُْصَيِْْ َِ يُ وْسُ
ِأَمَْدَِعَنِْأَبِِْسَعِيْدٍِالْْدُْريِِِّعُمَرَِرَضِيَِاللهُِعَُْهُِاَنَِّرَسُوْلُِالِلهََِّلَىِاللهُِعَلَيْهِِ أَبِْ

ِ
ُ
الثَّمَرِِباِِلتَّمْرِِفِِْرءُُوْسِِالَّخْلِِ.ِاحَِوَسَلَّمَِنَ هَىِعَنِِالْمُزَابَ َُةِِوَالم قَ لَةِِوَالْمُزَابَ َُةُِاشْتَاَءُِ

52)رواهِالبخاريِوِمسلم(  
Artinya: “Abu saied Alkhudri ra. Berkata: “Rasulullah saw. Melarang 

muzabanah yaitu menjual buah kurma ruthab  yang masih di 

atas pohon dengan tamar, juga muhaqalah mengerjakan 

dengan hasil yang tentu sepertiga, seperempat dan 

sebagainya.” (H.R. Bukhari dan Muslim) 

i. Jual beli mukadharah 

Jual beli mukadharah adalah jual beli buah-buahan yang belum pantas 

untuk dipanen, misalnya rambutan yang masih hijau, mangga yang 

masih kecil (kruntil) dan lain sebagainya. Jual beli seperti ini dilarang 

oleh agama, sebab barang tersebut masih samar (belum jelas), dalam 

artian bisa saja buah tersebut jatuh (rontok) tertiup angin sebelum 

dipanen oleh pembeli, sehingga menimbulkan kekecewaan salah satu 

pihak. 
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Hal ini sebagaimana sabda Nabi: 

نَ هَىِرَسُوِْلُِالِلهََِّلَىِاللهُِعَلَيِهِِوَسَلَّمَِِعَنِِْبَ يْعِِِ:عَنِْجَاِبِرٍِرَضِيَِاللهُِعَُْهُِِقَالَِ
ِيَطِيْبَِ الْعَرَاِياََِِ،الثَّمَرِِحَتََّّ رْهَمِِإِلاَِّ يْ َُارِِوَالدِّ باِلدِّ يُ بَاعُِشَيْءٌِمُِْهُِإِلاَِّ .ِ)رواهِِوَلاَِ
53البخاريِوِمسلم(  

Artinya: “Jabir ra. Berkata: “Nabi saw, melarang menjual buah di atas 

pohon sehingga baik, dan tidak boleh dijual sesuatu pun dari 

buah itu kecuali dengan uang kontan (dinar atau dirham), 

kecuali al-„araya (yaitu menjual kurma ruthab yang masih di 

pohon dengan kurma tamar, dan ini diizinkan bagi orang 

yang berhajat (miskin) tidak mempunyai kebun kurma jika 

kurang dari lima wasaq).” (HR. Bukhari Muslim) 

 

j. Jual beli mulammasah 

Jual beli mulammasah adalah jual beli secara sentuh menyentuh, 

misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki 

(memakai), maka berarti ia dianggap telah membeli kain itu. Jual beli 

seperti ini dilarang oleh agama, karena mangandung tipuan (akal-

akalan) dan kemungkinan dapat menimbulkan kerugian pada salah 

satu pihak. 

Hal ini sebagaimana sabda Nabi: 

ثَنِِِمَلِكٌِعَنِْمَُمَّدِِبْنِِيََْيَِبْنِِحَبَّانَِوَِ ِثَ َُاِإِسَْاَعِيْلُِقَالَِحَدَّ عَنِْأَبِِِالزِّناَدٍِعَنِِحَدَّ
ِنَ هَىِعَنِِ ِوَسَلَّمَ ِالِلهََِّلَىِالُلهِعَلَيِهِ ِلُ ِرَسُوْ ِرَضِيَِالُلهِعَُْهُ،ِاَنَّ ِهُرَيْ رَةَ ِأَبِْ ِعَنْ الَْمْرجٍَ

54ِالْمُلَاِمَسَةِِوَالْمَُُاِبَ ََةِِ)رواهِالبخاريِوِمسلم(
Artinya : Diceritakan Ismail berkata diceritakan Malik dari 

Muhammmad bin Yahya bin Habban dan dari Abu Zinad 

dari Amroji dari Abu Hurairah r.a. berkata bahwa 

Rasulullah melarang cara jual beli dengan cara 

menyentuh atau melempar. (H.R. Bukhari Muslim) 
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k. Jual beli munabadzah  

Jual beli munabadzah adalah jual beli secara lempar-melempar, 

misalnya seseorang berkata : “lemparkanlah kepadaku apa yang ada 

padamu, nanti kulemparkan pula padamu apa yang ada padaku, 

setelah terjadi lempar-melempar, maka terjadilah jual beli. Jual beli 

seperti ini juga dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan dan 

dapat merugikan salah satu pihak. 

Hal ini sebagaimana sabda Nabi: 

،ِالْفِطْرِِوَالَّحْرِ،ِ عَتَ يِْْ ِوَِبَ ي ْ ِهُرَيْ رَةَِرَضِيَِاللهُِعَُْهُِ،ِقَالَِ:ِيُ ُ ْهَىِعَنَِِّْيَاِمَيِْْ عَنِْأَبِْ
55َُاِبَ ََةِِ)رواهِالبخاريِوِمسلم(وَلْمُلَامَسَةِِوَِالْمُِ  

Artinya: “Abu Hurairah ra. berkata : “Nabi Saw. melarang dua macam 

puasa dan dua macam jual beli. Puasa pada hari raya Idul 

Fitri dan Idul Adha, dan jual beli dengan cara menyentuh dan 

melempar.” (HR. Bukhari Muslim) 

3. Jual beli yang dilarang karena lafadz (ijab kabul), antara lain: 

a. Jual beli mu‟athah 

Jual beli mu‟athah yaitu jual beli yang telah disepakati oleh para pihak 

(penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya 

tetapi tidak memakai ijab kabul. Jual beli seperti ini dipandang tidak 

sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli. 
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b. Jual beli dengan tulisan (surat-menyurat) atau perantara utusan.  

Jual beli seperti ini sah menurut kesepakatan para ulama. Yang 

menjadi tempat transaksi adalah tempat sampainya surat dari pelaku 

akad pertama kepada pelaku kada kedua. Jika qabulnya terjadi di luar 

tempat tersebut, maka akadnya tidak sah. 

c. Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan kabul 

Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan kabul maksudnya adalah 

jual beli yang terjadi tidak sesuai antar ijab dari pihak penjual dengan 

kabul dari pihak pembeli, maka dipandang tidak sah, karena ada 

kemungkinan untuk meninggikan harga atau menurunkan kualitas 

barang. 

d. Jual beli munjiz 

Jual beli munjiz yaitu jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat 

tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli 

seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan 

syarat dan rukun jual beli. 

e. Jual beli najasyi 

Jual beli najasyi yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menambah 

atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang 

agar orang itu mau membeli barang kawannya. Jual beli seperti ini 

dipandang tidak sah, karena akan menimbulkan keterpaksaan (bukan 

kehendak sendiri). 
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Hal ini sebagaimana sabda Nabi: 

ِرَضِىَِ قَالَ:ِنَ هِِٰاللهُِوَِعَتْهُِ ِعَنِِلَّجَشِِ)متِاللهََُِّلَِِّاللهِِىِرَسُوْلُِعَُْهُِ فقِعَلَيْهِِوَِسَلَّمَِ
56ِعليه(  

Artinya : Ibnu Umar ra. Berkata, “Rasulullah Saw. melarang berjual-

beli dengan memuji barang dagangan secara berlebihan 

(najasyi).” (HR. Bukhari dan Muslim) 

f. Menjual di atas penjualan orang lain 

Menjual di atas penjualan orang lain maksudnya adalah bahwa 

menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harganya, 

sehingga orang itu mau membeli barangnya. Contohnya seseorang 

berkata: “Kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti 

barangku saja kamu beli dengan harga yang lebih murah dari barang 

itu.” 

Jual beli seperti ini dilarang oleh agama karena dapat menimbulkan 

perselisihan (persaingan) tidak sehat di antara penjual (pedagang).  

Hal ini sebagaimana sabda Nabi: 

 وَعَُْهُِرَضِىَِاللهُِعَُْهُِقَالَِ:ِنَ هٰىِرَسُوْلُِالِلهََِّلَّىِاللهُِعَلَيْهِِوَسَلَّمَ,,ِاَنِْبَ يْعَِحَاضِرُِلبَِاِدٍِ
يََْطُبُِعَلَىِخِتْبَةِِاَخِيْهِ,ِوَلَاِتَسْاَِ،ِوَلَاتَ َُاِجَشُوْا,وَلَاِيبَِ يْعُِالرَّجُلُِعَِ لىِٰبَ يْعِِاَخِيْهِ,ِوَلاَِ  

رْاةَُِطَلَاقَِاخُْتِهَاِلتَِكْفَاَِمَاِفِِِانَاِِئِهَا,,ِ)متفقِعليهِ.ِوِلمسلمِ,,ِلايسمِالمسلمِ
َ
لُِالم

57علىِسومِالمسلم(    
Artinya : “Abu Hurairah ra. Berkata: “Rasulullah Saw. Melarang 

orang kota menjual kepada orang desa, janganlah 

melakukan jual beli dengan membujuk, janganlah 

seseorang menjual atas jualan saudaranya, janganlah 

meminang wanita yang masih dalam pinangan saudaranya 
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dan janganlah seorang perempuan meminta diceraikan 

saudaranya agar ia menjadi gantinya.”  (HR. Bukhari dan 

Muslim. Menurut riwayat Muslim diterangkan, “Janganlah 

orang muslim menawar atas tawaran saudaranya”) 

g. Jual beli di bawah harga pasar 

Jual beli di bawah harga pasar maksudnya adalah jual beli yang 

dilaksanakan dengan cara menemui orang-orang (petani) desa sebelum 

mereka masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum tahu 

harga pasar, kemudian dijual dengan harga setinggi-tingginya. Jual 

beli seperti ini dipandang kurang baik (dilarang), karena dapat 

merugikan pihak pemilik barang (petani) atau orang-orang desa.  

Hal ini sebagaimana sabda Nabi: 

ِأنََسِِبْنُِ ِقَالَِعَنْ ِعَنِِْمَُمَّدٍ ِعُوْنٍ ِابْنُ ثَ َُا ِمُعَاذٌِحَدَّ ثَ َُا ِحَدَّ ِالْمُثَ نَِّ ِبْنُ ثَ َُاِمَُمَّدُ حَدَّ
َُاِاَنِْيبَِيْعُِحَاضِرٌِلبَِادٍِمَلِكٍِرَضِيَِاللهُِعَُْهُ،ِقَالَِ:ِ 58ِ)رواهِالبخاريِوِمسلم(ِ.نُُيِ ْ

Artinya : Diceritakan Muhammad bin Mutsanna, diceritakan Ibnu „Un 

dri Muhammad berkata dari Anas bin Malik r.a. berkata: 

Kami dilarang (oleh Nabi Saw.) seorang penduduk 

menjualkan barang orang yang baru datang dari dusun. 

(H.R. Bukhari Muslim)  

h. Menawar barang yang sedang ditawar orang lain 

Contoh dari perbuatan menawar barang yang sedang ditawar orang 

lain adalah apabila seseorang berkata : “Jangan terima tawaran orang 

itu, nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi”. Jual 

beli seperti ini juga dilarang oleh agama sebab dapat menimbulkan 
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persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan di antara 

pedagang (penjual). 

Hal ini sebagaimana sabda Nabi: 

ثَ َُاِإِسَْاَعِيْلُِ ثَنِِِمَاِلِكٌِعَنِْناَفِعٍِعَنِْعَبْدِِالِلهِبْنِِعُمَرَِرَضِيَِالُلهِعَُ ْهُمَا،ِحَدَّ قَالَِحَدَّ
ِرَسُوْلُِالِلهِالِلهََِّلَىِالُلهِعَلَيْهِِوَسَلَّمَِقَالَِ لَاِيبَِيْعُِبَ عْضُكُمِْعَلَىِبَ يْعِِأَخِيْهِِ.ِ)رواهِِ:اَنَّ

 59البخاريِوِمسلم(
Artinya : Diriwayatkan Isma‟il berkata menceritakan Malik dari Nafi‟ 

dari Abdullah Bin Umar r.a. berkata: Rasulullah Saw. 

bersabda: “Tidak boleh menjual untuk merusak penjualan 

kawannya.” (H.R. Bukhari Muslim) 

6. Batal dan Berakhirnya Jual Beli 

Batal (Bat}il) yang berarti sia-sia atau tidak benar. Dikatakan batal 

yaitu akad yang menurut dasar dan sifatnya tidak di perbolehkan seperti 

akad yang tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat, dapat diringkas 

sebagai berikut:
60

 

a. Bahwa akad tersebut tidak ada wujudnya secara syar‟i (secara syar‟i 

tidak pernah dianggap ada), dan oleh karena itu tidak melahirkan akibat 

hukum apa pun. 

b. Bahwa apabila telah dilaksanakan oleh para pihak akad bat}il itu wajib 

dikembalikan kepada keadaan semula pada waktu sebelum di 

laksanakannya akad bathil tersebut. 

c. Akad bat}il tidak berlaku pembenaran dengan cara memberi izin 

misalnya, karena transaksi tersebut didasarkan kepada akad yang 
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sebenarnya tidak ada secara syar‟i dan juga karena pembenaran hanya 

berlaku terhadap akad maukuf. 

d. Akad bathil tidak perlu di-fasakh (dilakukan pembatalan) karena akad ini 

sejak semula adalah batal dan tidak pernah ada. 

e. Ketentuan lewat waktu (at-taqadum) tidak berlaku terhadap kebatalan. 

Berakhirnya akad berbeda fasakh dan batalnya, berakhirnya akad 

karena fasakh adalah rusak atau putus akad yang mengikat antara 

muta‟aqidain (kedua belah pihak yang melakukan akad) yang di sebabkan 

karena adanya kondisi atau sifat-sifat tertentu yang dapat merusak iradah. 

Para Fuqaha berpendapat bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:
61

 

a. Telah jatuh tempo atau berakhirnya masa berlaku akad yang telah 

disepakati, apabila akad tersebut memiliki proses waktu. 

b. Terealisasinya tujuan dari pada akad secara sempurna. 

c. Berakhirnya akad karena fasakh atau digugurkan oleh pihak-pihak yang 

berakad. Prinsip umum dalam fasakh adalah masing-masing pihak 

kepada keadaan seperti sebelum terjadi akad atau seperti tidak pernah 

berlangsung akad. 

d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini 

para ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir 

dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. 
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e. Berakhirnya akad dengan sebab tidak ada kewenangan dalam akad yang 

mauquf. Akad mauquf akan berakhir jika yang berwenang al-akad tidak 

mengizinkan. 

7. Berselisih dalam Jual Beli 

Penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli hendaklah 

berlaku jujur, terbuka, sopan (beretika) dan mengatakan apa adanya, jangan 

berdusta dan bersumpah palsu. Sebab yang demikian itu dapat 

menghilangkan keberkahan dalam jual beli.  

Hal ini sebagaimana sabda Nabi: 

عْتُِرَسُوْلَِ ِمَُُ فِّقَةٌِللِسِّلْعَةِِمُْحِقَةٌِيَ قُولُِالحَِِْوَسَلَّمَِِعَلَيْهِِِاللّٰهُِِلَََِِِّّهِِاللِّٰعَنِْاَبِِِهُرَِيْ رَةَِقَالَِسََِ ُِ لِ
كَِةِِ )رواهِالبحارىِومسلم(ِللِْبَ رَ   

 

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra. Katanya dia mendengar Rasulullah Saw. 

bersabda: “Sumpah itu melariskan dagangan, tetapi menghapus 

keberkatan.” (HR. Bukhari dan Muslim) 

Sebaliknya pedagang (penjual) yang jujur, benar, dan mengikuti 

ketentuan ajaran Islam akan dekat dengan para Nabi, sahabat dan orang-

orang mati syahid pada hari kiamat kelak.  

Adapun dalam jual beli apabila terdapat perselisihan pendapat antara 

penjual dan pembeli terhadap suatu barang atau benda yang diperjual 

belikan, maka yang dijadikan pegangan adalah keterangan (kata-kata) yang 

punya barang, selama keduanya (penjual dan pembeli) tidak mempunyai 

saksi dan bukti-bukti lain.
62

 

                                                             
62 Hendi Suhendi, Op.Cit, h. 84-85. 
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Hal ini sebagaimana sabda Nabi: 

لُِعَلَيْهِِوَسَلَّمَِيَ قُوِِْهُِاللِّٰهََِِّلَِّتُِرَسُوْلَِاللِّٰعَُْهُِقَِلَِ:ِسََِعِِْهُِتَ عَاِلَِٰرَضِىَِاللِِّٰنِِابْنِِمَسْعُوْدٍِوِعَِٰ
َُ هُمَاِبَ ي َُِّةُ،ِقَالِٰ ِالَْمُتَبَاِيعَِانِِوَلَيْسَِبَ ي ْ َِ ذَااخْثلَ السِّلْعَةِِاَِوْيَ تَتَاركََانِِ)رَوَاهُِِقَوْلُِمَاِيَ قُوْلُِرَ ُِّ:ِاِِ

63اكْخَمْسَةُِوَََّحَّحَهُِاكْحَاكِمُ(  
Artinya: “Ibnu Mas‟ud ra. Berkata, saya mendengar Rasulullah Saw. 

Bersabda, Apabila penjual dan pembeli terjadi perselisihan dan 

diantara kedua pihak tidak ada saksi, maka perkataan yang benar 

ialah apa yang dikatakan oleh penjual/pemilik barang atau dua 

pihak membatalkan transaksi.” (H.R. Imam lima dan dianggap 

sahih menurut Hakim)   

 

8. Unsur-Unsur Gharar dalam Jual Beli 

a. Pengertian Gharar 

Gharar artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk 

merugikan pihak lain.
64

  

Para ulama fikih mengemukakan beberapa definisi gharar :
65

 

1. Imam Al-Qarafi mengemukakan gharar adalah suatu akad yang tidak 

diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti 

melakukan jual beli Ikan yang masih dalam air (tambak). 

2. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, bahwa gharar adalah suatu 

obyek akad yang tidak mampu diserahkan, baik obyek  itu ada 

maupun tidak, seperti menjual sapi yang sedang lepas. 

3. Ibnu Hazam memandang gharar dari segi ketidaktahuan salah satu 

pihak yang berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut. 
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 Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, Op.Cit, h. 304. 
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 M. Ali Hasan, Op.Cit, h. 147. 
65
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b. Bentuk-Bentuk Jual Beli Gharar 

Menurut ulama fikih, bentuk-bentuk gharar yang dilarang adalah:
66

 

1. Tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan obyek akad pada 

waktu terjadi akad, baik obyek akad itu sudah ada maupun belum ada. 

2. Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. 

Apabila barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan ke 

pada pembeli, maka pembeli belum boleh menjual barang itu kepada 

pembeli lain. 

3. Tidak ada kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang 

dijual.  

4. Tidak ada ketidakpastian tentang sifat tertentu dari barang yang dijual. 

5. Tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar. 

6.  Tidak ada kepastian tentang waktu penyerahan obyek akad. 

7. Tidak ada ketegasan bentuk transaksi, yaitu ada dua macam atau lebih 

yang berbeda dalam satu obyek akad tanpa menegaskan bentuk 

transaksi mana yang dipilih waktu terjadi akad. 

8. Tidak ada kepastian obyek akad, karena ada dua obyek akad yang 

berbeda dalam satu transaksi. 

9. Kondisi obyek akad, tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang 

ditentukan dalam transaksi. 
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9. Manfaat dan Hikmah Jual Beli  

 Manfaat dan hikmah yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli antara 

lain:
67

 

a. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada 

dengan jalan suka sama suka. 

b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang 

diperoleh dengan cara batil. 

c. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal 

d. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat). 

e. Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa 

karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridha 

terhadap anugerah Allah SWT. 

f. Dapat menciptakan hubungan silahturrahim dan persaudaraan antara 

penjual dan pembeli. 

 

B. Jual  Beli  Dalam  Hukum  Positif 

1. Pengertian Jual Beli 

Perjanjian  jual  beli  diatur  dalam  pasal  1457-1540  kitab  undang-

undang  hukum  perdata.  Menurut  pasal  1457  Kitab  Undang-undang  

Hukum  Perdata,  jual  beli  adalah  suatu  perjanjian  dengan  mana  pihak  

yang  satu  mengikatkan  dirinya  untuk  menyerahkan  suatu  kebendaan  

dan  pihak  lain  untuk  membayar  harga  yang  telah  dijanjikan.
68
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 Khumedi Ja‟far, Op.Cit, h. 162-163. 

68
 R Subekti dan R Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT 

Pradnya Paramita, 2013), h. 366. 
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Berdasarkan  pengertian  yang  diberikan pasal  1457  di  atas,  

perjanjian  jual  beli  sekaligus  membebankan  dua  kewajiban  yaitu :
69

 

a. Kewajiban  penjual  dalam  pasal  1474  mempunyai  dua  kewajiban  

utama,  yaitu  menyerahkan  barang  yang  dijual  kepada  pembeli  dan  

menanggungnya. 

b. Kewajiban  utama  pembeli  dalam  pasal  1513  ialah  membayar  harga  

pembelian  kepada  penjual,  pada  waktu  dan  ditempat  sebagaimana  

ditetapkan  menurut  perjanjian. 

Menurut Salim H.S.,S.H.,M.S., Perjanjian jual beli adalah Suatu Perjanjian 

yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli.
70

 Sedangkan R. 

Soebekti memberikan definisi bahwa jual beli adalah suatu perjanjian di 

mana pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan hak milik atas suatu 

barang, sedangkan pihak lain menyanggupi akan membayar sejumlah uang 

sebagai harga.
71

 

 Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk 

menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga 

dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima 

objek tersebut.
72

 Unsur yang terkandung dalam defenisi tersebut adalah :  

a. Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli.  

b. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan 

harga. 
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c. Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan 

pembeli. 

Unsur ensensial perjanjian jual beli adalah penyerahan hak milik atas 

suatu barang dan pembayarannya harus dengan uang. Jika pembayaran dan 

penyerahan hak milik atas suatu barang tidak dengan uang, bukanlah 

perjanjian jual beli tetapi perjanjian barter atau tukar-menukar.
73

 

Berdasarkan rumusan tersebut, jual beli merupakan suatu bentuk 

perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan 

sesuatu, yaitu penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan 

penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual. Dalam jual beli terdapat dua 

sisi hukum perdata, yaitu hukum kebendaan dan hukum perikatan.
74

  

Pada sisi hukum kebendaan, jual beli melahirkan hak atas tagihan yang 

berupa penyerahan kebendaan pada suatu pihak dan pembayaran harga jual 

pada pihak lainnya. Sedang dari sisi perikatannya, jual beli melahirkan 

kewajiban dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual 

dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual. 

Kitab undang-undang hukum perdata melihat jual beli hanya dari sisi 

perikatannya saja, yaitu dalam bentuk kewajiban dalam lapangan harta 

kekayaan dari masing-masing pihak secara timbal balik satu dengan yang 
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 Ridwan Khairandy, Pengantar Hukum Dagang Indonesia, (Yogyakarta: Gama Media, 

1999), h. 225. 
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lainnya. Oleh karena itu, maka jual beli dimasukkan dalam buku ketiga 

tentang perikatan.
75

 

2. Syarat-syarat Jual Beli  

Syarat  sahnya  suatu  perjanjian  seperti  seperti  yang  terdapat  dalam  

pasal  1320  kitab  undang-undang  hukum  perdata  merupakan  syarat  

sahnya  perjanjian  jual  beli  dimana  perjanjian  jual  beli  merupakan  salah  

satu  jenis  dari  perjanjian. 

Pasal  1320  kitab  undang-undang  hukum  perdata  menyatakan  

supaya  terjadi  persetujuan  yang  sah,  perlu  dipenuhi  empat  syarat  

yaitu:
76

   

a. Sepakat  mereka  yang  mengikatkan  dirinya 

Syarat  pertama  untuk  sahnya  perjanjian  adalah  suatu  

kesepakatan  atau  kehendak  yang  dilakukan  minimal  ada  dua  pihak  

dalam  perjanjian  yang  mengadakan  persetujuan  kehendak  (ijab  

qabul)  antara  pihak  yang  satu  dan  pihak  yang  lain.  kedua  pihak  

dalam  perjanjian  harus  memenuhi  syarat-syarat  kebebasan  

menyatakan  kehendak,  tidak  ada  paksaan,  penipuan,  dan  kekhilafan  

satu  sama  lain.
77

 

b. Cakap  untuk  membuat  suatu  perjanjian 

Cakap  artinya  adalah  kemampuan  untuk  melakukan  suatu  

perbuatan  hukum  dalam  hal  ini  adalah  suatu  perjanjian.  Perbuatan  
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hukum  adalah  segala  perbuatan  yang  dapat  menimbulkan  akibat  

hukum.  Orang  yang  cakap  untuk  melakukan  perbuatan  hukum  

adalah  orang  yang  sudah  dewasa.  Ukuran  kedewasaan  adalah  

berumur  21  tahun  sesuai  dengan  pasal  1330  kitab  undang-undang  

hukum  perdata.  Dal;am  pasal  1330  disebutkan  bahwa  orang  yang  

tidak  cakap  untuk  melakukan  perbuatan  hukum  adalah :  orang  yang  

belum  dewasa,  orang  yang  di  bawah  pengampuhan,  orang  

perempuan,  dalam  hal-hal  yang  ditetapkan  oleh  Undang-undang,  dan  

pada  umumnya  semua  orang  semua  orang  kepada  siapa  undang-

undang  telah  melarang  membuat  perjanjian-perjanjian  tertentu.
78

      

c. Suatu  objek  (prestasi)  tertentu 

Menurut  ketentuan  pasal  1234  kitab  undang-undang  hukum  

perdata,  objek  perjanjian  atau  prestasi  yang  wajib  dipenuhi  pihak-

pihak  itu  dapat  berupa  memberikan  benda  tertentu,  bergerak  atau  

tidak  bergerak,  berwujud  atau  tidak  berwujud.  Misalnya,  dalam  

dalam  jual  beli  sepeda  motor  (berwujud),  pihak  penjual  

menyerahkan  (memberikan)  sepeda  motor,  pihak  pembeli  

menyerahkan  sejumlah  uang  harga  sepeda  motor.  Dan  jual  beli  

piutang  (tidak  berwujud),  pihak  penjual  menyerahkan  piutang  dan  

pembeli  menyerahkan  sejumlah  uang  tagihan  dalam  surat  piutang.
79
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Syarat-syarat objek/prestasi dalam perjanjian yaitu: 

1. Tertentu atau setidaknya dapat ditentukan 

2. Objeknya diperkenankan oleh hukum 

3. Dimungkinkan untuk dilaksanakan   

d. Suatu  sebab  yang  tidak  dilarang 

Pasal  1320  kitab  undang-undang  hukum  perdata  tidak  dijelaskan  

pengertian  sebab  yang  halal.  Yang  dimaksud  sebab  yang  halal  

adalah  bahwa  isi  perjanjian  tersebut  tidak  bertentangan  dengan  

peraturan  perundang-undangan,  kesusilaan  dan  ketertiban  umum.  

Pasal  1320  merupakan  pasal  yang  sangat  populer  karena  

menerangkan  tentang  syarat  yang  harus  dipenuhi  untuk  lahirnya  

suatu  perjanjian.  Syarat  tersebut  baik  mengenai  pihak  yang  

membuat  perjanjian  atau  biasa  disebut  syarat  subyektif  maupun  

syarat  mengenai  perjanjian  itu  sendiri  (isi  perjanjian)  atau  yang  

biasa  disebut  syarat  objektif.
80

     

3. Subjek dan Objek Jual Beli 

Pada dasarnya semua orang atau badan hukum dapat menjadi subjek 

dalam perjanjian jual beli yaitu sebagai penjual dan pembeli, dengan syarat 

yang bersangkutan telah dewasa dan atau sudah menikah. Namun secara 

yuridis ada beberapa orang yang tidak diperkenankan untuk melakukan 

perjanjian jual beli, sebagaimana dikemukakan berikut ini :
81
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a. Jual Beli Suami Istri 

Pertimbangan hukum tidak diperkenankannya jual beli antara suami istri 

adalah karena sejak terjadinya perkawinan, maka sejak saat itulah terjadi 

pencampuran harta, yang disebut harta bersama kecuali ada perjanjian 

kawin. Namun ketentuan tersebut ada pengecualiannya yaitu:
82

 

1. Jika seorang suami atau istri menyerahkan benda-benda kepada isteri 

atau suaminya, dari siapa ia oleh Pengadilan telah dipisahkan untuk 

memenuhi apa yang menjadi hak suami atau istri menurut hukum. 

2. Jika penyerahan dilakukan oleh seorang suami kepada isterinya, juga 

dari siapa ia dipisahkan berdasarkan pada suatu alasan yang sah, 

misalnya mengembalikan benda-benda si istri yang telah dijual atau 

uang yang menjadi kepunyaan istri, jika benda itu dikecualikan dari 

persatuan. 

3. Jika si istri menyerahkan barang-barang kepada suaminya untuk 

melunasi sejumlah uang yang ia telah janjikan kepada suaminya 

sebagai harta perkawinan. 

b. Jual Beli oleh para Hakim, Jaksa, Advokat, Pengacara, Juru Sita, dan 

Notaris 

Para Pejabat ini tidak diperkenankan melakukan jual beli hanya terbatas 

pada benda-benda atau barang dalam sengketa. Apabila hal itu tetap 

dilakukan, maka jual beli itu dapat dibatalkan, serta dibebankan untuk 

penggantian biaya, rugi dan bunga. 

                                                             
82

 Ibid 



59 

 

c. Pegawai yang memangku jabatan umum 

Yang dimaksud dalam hal ini adalah membeli untuk kepentingan sendiri 

terhadap barang yang dilelang. 

Objek jual Beli  

Yang dapat menjadi objek dalam jual beli adalah semua benda bergerak dan 

benda tidak bergerak, baik menurut tumpukan, berat, ukuran, dan 

timbangannya. Sedangkan yang tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan 

adalah :  

a. Benda atau barang orang lain  

b. Barang yang tidak diperkenankan oleh undang-undang seperti obat 

terlarang  

c. Bertentangan dengan ketertiban, dan  

d. Kesusilaan yang baik 

Pasal 1457 Kitab Undang-Undang hukum Perdata memakai istilah zaak 

untuk menentukan apa yang dapat menjadi objek jual beli. Menurut pasal 

499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, zaak adalah barang atau hak 

yang dapat dimiliki. Hal tersebut berarti bahwa yang dapat dijual dan dibeli 

tidak hanya barang yang dimiliki, melainkan juga suatu hak atas suatu 

barang yang bukan hak milik.  

4. Penetapan Harga 

Undang-undang  No.  5  Tahun  1999  melarang  perjanjian  

antarprodusen,  di  mana  produsen  menetapkan  harga  yang  harus  dibayar  

pembeli  untuk  barang  atau  jasa  yang  diperdagangkan  di  pasar  
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bersangkutan  yang  sama  dari  segi  faktual  dan  geografis.  Perjanjian  

harga  akan  menjadikan  harga  menjadi  tinggi,  bukan  harga  pasar.  

Karenanya,  penetapan  harga  merupakan  tindakan  yang  mencederai  

persaingan.  Tindakan  tersebut  akan  merugikan  konsumen  dengan  

bentuk  harga  yang  lebih  tinggi  dan  jumlah  barang  yang  lebih  sedikit  

tersedia.  Larangan  melakukan  perjanjian  penetapan  harga  karena  

menyebabkan  tidak  dapat  berlakunya  hukum  pasar  tentang  harga  yang  

terbentuk  dari  penawaran  dan  permintaan  (supply  dan  demand).
83

 

 Pasal  5  ayat  1  berbunyi:
 84

 

“pelaku  usaha  dilarang  membuat  perjanjian  dengan  pelaku  usaha  

pesaingnya  untuk  menetapkan  harga  atas  suatu  barang  dan  jasa   yang  

harus  dibayar  oleh  konsumen  atau  pelanggan  pada  pasar  

bersamgkutan.” 

Melihat  rumusan  pasal  tersebut  berarti  larangan  ini  bersifat  per se  

yang  tidak  mengharuskan  melihat  implikasi  atau  adanya  hambatan  

persaingan  usaha.  Perjanjian  penetapan  harga  dilarang  oleh  UU  No.  5  

Tahun  1999  disebabkan  tidak  dapat  berlakunya  hukum  pasar  tentang  

harga  yang  terbentuk  dari  adanya  tawaran  dan  permintaan.   

Harga  adalah  pembayaran  untuk  barang  dan  jasa  yang  tidak  hanya  

meliputi  biaya  pokok,  tetapi  mencakup  biaya  yang  lainnya.  Hal  ini  

menegaskan  bahwa  setiap  penjual  “bebas”  menetapkan  sendiri  harga  

penjualannya.  Misalnya  terjadi  kartel  harga  dimana  anggota-anggota  

kartel  menyepakati  harga  tertentu  terhadap  suatu  barang,  karenanya  
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para  pihak  yang  melakukan  perjanjian  tidak  mempunyai  pilihan  lain,  

apakah  menaikkan  atau  menurunkan  harga.  Inilah  yang  menghilangkan  

persaingan. 

Pasar  yang  bersifat  oligopolis  ataupun  pasar  yang  dikuasai  oleh  

pelaku  usaha  yang  memiliki  posisi  dominan  penentuan  harga  dapat  

dilakukan  hanya  dengan  memberikan  tanda  kepada  pelaku  usaha  

lainnya  dengan  bentuk  menaikan  harga  yang  biasanya  akan  selalu  

diikuti  oleh  pelaku  usaha  lainnya.  Atau  juga  dengan  cara  membuat  

pengumuman  atau  artikel  di  media  massa  yang  mengindikasikan  

bahwa  perlu  kenaikan  harga  sehingga  pelaku  usaha  lainnya  tahu  

bahwa  mereka  harus  ikut  menaikan  harga.  Hal  ini  merupakan  bentuk  

kolusi  yang  disamarkan.
85

 

Perjanjian  penetapan  harga dikecualikan  dalam  tiga  hal,  yakni : 

a.  Perjanjian  harga  yang  diizinkan.  Seperti  penentuan  harga  yang  

dilakukan  oleh  pemerintah.  Contoh  kasus,  sewaktu  perusahaan  

penerbangan  di  dalam  negeri  terlibat  perang  harga  yang  sebetulnya  

menguntungkan  konsumen.  Tindakan  yang  diambil  pemerintah  

adalah  mendamaikan  perusahaan  penerbangan  dengan  jalan  

menentukan  harga  yang  harus  di  patuhi  oleh  semua  perusahaan  

penerbangan.
86

 

b. Perjanjian  harga  yang  dibuat  dalam  joint  venture.  Sebenarnya  tidak  

jelas  yang  dimaksud  dengan  joint  venture  dalam  UU  ini.  Sehingga  
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joint  venture  disini  dapat  diartikan  penggabungan  usaha  tertentu  dari  

ketentuan  pasal  5  ayat  1  UU  No.  5  Tahun  1999.
87

 

c. Perjanjian harga  langsung,  harga  yang  ditetapkan  oleh  pembeli  dan  

penjual  yang  saling  bernegosiasi.  Penjual  akan  meminta  harga  yang  

lebih  tinggi  daripada  yang  mereka  harapkan  akan  mereka  terima,  

dan  pembeli  akan  menawarkan  kurang  daripada  yang  mereka  

harapkan  akan  mereka  bayar.  Melalui  tawar  menawar,  mereka  

akhirnya  akan  sampai  pada  harga  yang  dapat  diterima.
88

 

5. Resiko dalam Perjanjian Jual Beli 

Di dalam hukum dikenal suatu ajaran yang dinamakan dengan 

Resicoleer. Resicoleer adalah suatu ajaran , yaitu seseorang berkewajiban 

memikul kerugian, jika ada sesuatu kejadian di luar kesalahan salah satu 

pihak yang menimpa benda yang menjadi objek perjanjian.
89

 

Resiko dalam Perjanjian jual beli tergantung pada jenis barang yang 

diperjualbelikan, yaitu apakah :
90

 

a. Barang telah ditentukan 

Mengenai resiko dalam jual beli terhadap barang tertentu diatur dalam 

pasal 1460 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal pertama yang 

harus dipahami adalah pengertian dari barang tertentu tersebut. Yang 

dimaksudkan dengan barang tertentu adalah barang yang pada waktu 
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perjanjian dibuat sudah ada dan ditunjuk oleh pembeli. Mengenai barang 

seperti itu pasal 1460 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan 

bahwa resiko terhadap barang tersebut ditanggung oleh si pembeli 

meskipun barangnya belum diserahkan.  

Dapat dilihat bahwa ketentuan tersebut adalah tidak adil dimana pembeli 

belumlah resmi sebagai pemilik dari barang tersebut akan tetapi ia sudah 

dibebankan untuk menanggung risiko terhadap barang tersebut. Si 

pembeli dapat resmi sebagai pemilik apabila telah dilakukan penyerahan 

terhadap si pembeli. Oleh sebab itu, dia harus menanggung segala risiko 

yang dapat terjadi karena barang tersebut telah diserahkan kepadanya. 

Ketentuan pasal 1460 ini dinyatakan tidak berlaku lagi dengan 

dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 tahun 1963. 

Menurut Prof. R. Subekti, Surat edaran Mahkamah Agung tersebut 

merupakan suatu anjuran kepada semua hakim dan pengadilan untuk 

membuat yurisprudensi yang menyatakan pasal 1460 tersebut sebagai 

pasal yang mati dan karena itu tidak boleh dipakai lagi. 

b. Barang tumpukan 

Barang yang dijual menurut tumpukan, dapat dikatakan sudah dari 

semula dipisahkan dari barang-barang milik penjual lainnya, sehingga 

sudah dari semula dalam keadaan siap untuk diserahkan kepada pembeli. 

Oleh sebab itu dalam hal ini, resiko diletakkan kepada si pembeli karena 

barang-barang tersebut telah terpisah. 
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c. Barang yang dijual berdasarkan timbangan, ukuran atau jumlah. 

Barang yang masih harus ditimbang terlebih dahulu, dihitung atau diukur 

sebelumnya dikirim (diserahkan) kepada si pembeli, boleh dikatakan 

baru dipisahkan dari barang-barang milik si penjual lainnya setelah 

dilakukan penimbangan, penghitungan atau pengukuran. Setelah 

dilakukannya penimbangan, penghitungan atau pengukuran, maka segala 

risiko yang terjadi pada barang tersebut adalah merupakan tanggung 

jawab dari si pembeli. Sebaliknya apabila barang tersebut belum 

dilakukan penimbangan, penghitungan atau pengukuran maka segala 

resiko yang ada pada barang tersebut merupakan tanggungjawab dari 

pihak penjual. Hal ini diatur dalam pasal 1461 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Lokasi Penelitian  

1. Sejarah singkat Berdirinya Pemancingan Flobamora  

Pemancingan Flobamora merupakan salah satu pemancingan yang 

berdiri pada tahun 2014. Awal mula berdirinya pemancingan ini adalah 

ketika dahulu ada seorang dari Florest yang memiliki tanah dilokasi 

pemancingan ini namun, tanah tersebut tidak  dirawat dengan baik sehingga 

terdapat banyak rawa-rawa, kemudian salah satu warga disitu yang bernama 

bapak Adin ingin merawat tanah tersebut dan berniat menjadikannya kolam 

pemancingan, lalu bapak Adin menemui orang Florest tersebut dan 

berdiskusi dengan dia kemudian orang Florest tersebut menyetujui usul 

bapak Adin. Berdasarkan hal tersebut oleh sebab itu kolam pemancingan itu 

diberi nama kolam pemancingan Flobamora yang merupakan nama salah 

satu gunung di daerah Florest.
1
  

Bapak Adin selaku pengelola mengatakan bahwa modal pertama saat ia 

mengelola dan menjadikan tanah tersebut menjadi kolam pemancingan 

adalah sebesar Rp5.000.000,00, modal ini digunakan untuk membersihkan 

tanah yang berupa rawa-rawa, ganggang dibawah air dan pohon-pohon 

disekitar sehingga layak  menjadi kolam pemancingan. 

                                                             
1
 Wawancara dengan Bapak Adin (pengelola kolam pemancingan), tanggal 26 Maret 

2017. 
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2. Lokasi kolam pemancingan Flobamora  

Kolam pemancingan Flobamora berada di Desa Sukajaya Lempasing 

Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Lampung. Pemancingan 

Flobamora secara geografis berbatasan dengan :
2
 

Sebalah Barat    : Hutan Mangrof 

Sebalah Timur  : Dok kapal 

Sebalah Utara   : Dok Kapal 

Sebelah Selatan : Pantai Mutun 

Luas tanah pemancingan Flobamora adalah sekitar 1600m2, dan 

mempunyai empat kolam pemancingan serta memiliki tempat parkir yang 

sangat luas dan tidak hanya satu tempat saja. Kolam pemancingan tersebut 

hanya memiliki satu cabang yaitu di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan 

Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Lampung ini.  

Meskipun kolam pemancingan Flobamora terletak di Kecamatan 

Padang Cermin, namun pengunjungnya pun banyak juga yang berasal dari 

luar kecamatan Padang Cermin. 

 

B. Praktik Jual Beli Ikan Dengan Cara Memancing di Pemancingan 

Flobamora Desa Sukajaya Lempasing  

 

Dalam pemancingan Flobamora sistem yang digunakan adalah dengan 

sistem harian. Praktik pelaksanaannya adalah masyarakat atau pemancing yang 

ingin memancing di Pemancingan Flobamora Desa Sukajaya Lempasing 

Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Lampung dapat langsung 

                                                             
2
 Wawancara dengan Bapak Adin (pengelola kolam pemancingan), tanggal 26 Maret 

2017. 
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datang ke kolam pemancingan Flobamora ini. Pemancingan ini buka dari pukul 

06.00-18.00 WIB.  

Pemancing yang datang dan ingin memancing harus membayar uang 

sejumlah Rp.15.000,00 diawal perjanjian. Setelah membayar pihak pemancing 

bebas memancing ikan di empat kolam yang tersedia dan apabila mendapatkan 

ikan, pihak pemancing bebas membawa pulang ikannya tanpa ditimbang lagi, 

sehingga akadnya termasuk akad jual beli. Dalam empat kolam pemancingan 

tersebut ikan yang terdapat didalamnya jenisnya sama yaitu terdiri dari ikan 

Bandeng, ikan Nila, ikan Kakap dan ikan Bulan-bulan, namun jenis ikan ini 

tidak diketahui oleh pemancing karena pengelola kolam pemancingan tidak 

menyebutkan jenis ikannya kepada pihak pemancing, selain itu jumlahnya juga 

tidak diketahui oleh pemancing setiap masing-masing kolam ada berapa ikan 

Bandeng, ikan Nila, ikan Kakap dan ikan Bulan-bulan yang diletakkan oleh 

pengelola, karena ikan yang dimasukkan berdasarkan taksiran pengelola dan 

pengelola menebar ikan tidak sama antara kolam yang satu dengan lainnya.
3
 

Tata cara mendapatkan ikan disini berdasarkan untung-untungan, kadang 

dalam sehari pemancing bisa tidak mendapatkan ikan sama sekali, namun ada 

kalanya juga pemancing mendapatkan ikan dalam jumlah banyak dengan 

hanya membayar Rp.15.000,00 tersebut. Fasilitas yang diberikan oleh pihak 

pengelola hanya berupa kolam pemancingan dan ikan yang tidak diketahui 

jumlahnya hanya jenisnya saja. Untuk masalah pancingan dan umpan, pihak 

pemancinglah yang menyediakannya. 

                                                             
3
 Wawancara dengan Bapak Adin (pengelola kolam pemancingan), tanggal 26 Maret 

2017. 
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Apabila telah selesai memancing, pihak pemancing dapat langsung 

membawa ikan yang mereka dapatkan pulang kerumah tanpa harus ditimbang 

lagi karena mereka sudah membayar diawal sejumlah Rp.15.000,00. Apabila 

pemancing mendapatkan ikan dalam jumlah banyak, maka saat itu pihak 

pemancinglah yang untung, karena pemancing sama saja dengan membeli ikan 

dalam jumlah banyak hanya dengan harga Rp.15.000,00. 

 

C. Pendapat para pemancing tentang praktik pemancingan Flobamora di 

desa Sukajaya Lempasing  

 

Pelanggan yang sering memancing dipemancingan Flobamora mayoritas 

berasal dari kalangan masyarakat yang tinggal disekitar kolam pemancingan 

dan mayoritas orang kerja. Peneliti akan memaparkan pendapat-pendapat 

pelanggan tentang praktik pemancingan Flobamora di Desa Sukajaya 

Lempasing Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Lampung sesuai 

dengan jumlah interviewer yang telah diwawancarai oleh peneliti, yaitu 

sebanyak 10 orang. Penjelasannya adalah sebagai berikut: 

1. Menurut pendapat Bapak Jamal pengelola kolam pemancingan Flobamora 

ini cukup ramah terhadap para pemancing. Bapak Jamal senang memancing 

di pemancingan Flobamora ini karena alasan lokasi pemancingan ini 

strategis atau dekat dengan rumahnya, namun bapak ini kadang suka 

mengeluh dengan pemilik kolam pemancingan karena sering kali ia tidak 

mendapat ikan sama sekali saat memancing. Terkait mekanisme 

pelaksanaan di pemancingan Flobamora ini menurut Bapak Jamal harga 

atau tarif yang diberikan untuk memancing ikan dalam sehari adalah 
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sejumlah Rp15.000,00, termasuk harga yang terjangkau, namun karena 

Bapak Jamal jarang sekali mendapatkan ikan, ia merasa rugi dengan 

pembayaran Rp15.000,00 ini, namun menurut dia hal ini sudah menjadi 

konsekuensinya karena dia sudah membuat perjanjian dengan pengelola  di 

awal, dapat atau tidaknya ikan dia harus tetap membayar uang sejumlah 

Rp15.000,00.
4
 

2. Menurut bapak Eka ia senang memancing disini karena alasan, 

pemancingan ini lokasinya dekat dengan laut, sehingga menyebabkan udara 

yang sejuk ketika ia memancing. Selain itu pengelola kolam pemancingan 

Flobamora ini cukup ramah. Dalam memancing bapak Eka berbeda dengan 

bapak Jamal, di mana bapak Eka sering kali mendapatkan ikan, bahkan 

kebanyakan ikan yang ia dapatkan adalah berupa ikan bandeng yang 

menguntungkan bagi bapak Eka, karena ia hanya membayar dengan uang 

Rp15.000,00.
5
 

3. Menurut bapak Gusti ia sering memancing di pemancingan Flobamora ini 

karena lokasinya terjangkau di mana pemancingan ini tidak begitu jauh 

dengan lokasi tempat tinggalnya. Bapak Gusti sering mendapatkan ikan 

ketika memancing disini, namun ikan yang sering ia dapatkan hanya berupa 

ikan Nila, sedangkan terkait ikan bandeng, bulan-bulan, dan lainnya bapak 

Gusti jarang sekali  mendapatkannya.
6
 

4. Menurut bapak Ahmad ia memancing dipemancingan Flobamora ini karena 

alasan seperti bapak Eka di mana pemancingan ini cukup sejuk lokasi 

                                                             
4
 Wawancara dengan Bapak Jamal (pemancing), tanggal 26 Maret 2017. 

5
 Wawancara dengan Bapak Eka (pemancing), tanggal 26 Maret 2017. 

6
 Wawancara dengan Bapak Gusti  (pemancing), tanggal 26 Maret 2017. 
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pemancingan ini sehingga menimbulkan kesan tenang dalam memancing, 

namun bapak Ahmad terkadang suka mengeluh terkait jalan yang 

ditempuhnya untuk mencapai lokasi pemancingannya dan ikan yang cukup 

sulit untuk memakan umpan dari bapak Ahmad.
7
 

5. Menurut bapak Sugeng ia memancing ikan di pemancingan Flobamora ini 

karena memancing merupakan salah satu kegemarannya tetapi bapak 

Sugeng jarang mendapatkan ikan dan hal ini ia merasa kecewa dan rugi.
8
 

6. Menurut bapak M. Alfian ia memancing ikan di pemancingan Flobamora ini 

karena sistem pemancingannya memakai sistem harian berbeda dengan 

tempat pemancingan lainnya yang kebanyakan memakai sistem timbangan. 

karena menurut bapak Alfian ia bisa memancing seharian secara bebas 

dengan menggunakan umpan apa saja dan modal yang dikeluarkan tidak 

terlalu besar hanya Rp.15.000,00.
9
 

7. Menurut bapak Andi ia memancing ikan  di pemancingan Flobamora ini 

karena alesan lebih dekat dan lebih terjangkau, bisa menghemat waktu 

selain itu lokasinya dekat dengan laut yang membuat bapak Andi lebih 

nyaman dalam memancing. Namun, bapak Andi mengeluh terkait ikan yang 

cukup sulit untuk memakan umpan dari bapak Andi.
10

 

8. Menurut bapak Mulyadi ia memancing di pemancingan Flobamora ini 

karena harganya lebih murah dengan pemancingan lainnya dan 

pemancingan Flobamora ini sejuk dengan banyak pepohonan disekitarnya 

                                                             
7
 Wawancara dengan Bapak Ahmad (pemancing), tanggal 27 Maret 2017. 

8
 Wawancara dengan Bapak Sugeng (pemancing), tanggal 27 Maret 2017.  

9
 Wawancara dengan Bapak M.Alfian (pemancing), tanggal 27 Maret 2017. 

10
 Wawancara dengan Bapak Andi (pemancing), tanggal 27  Maret 2017. 
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selain itu bapak Mulyadi sering kali mendapatkan ikan, bahkan berbagai 

macam jenis ikan yang ia dapat seperti ikan bandeng, ikan nila, ikan 

kakap.
11

 

9. Menurut bapak Kasim ia memancing dipemancingan Flobamora ini karena 

alasan seperti bapak Sugeng memancing merupakan salah satu 

kegemarannya tetapi bapak Kasim jarang mendapatkan ikan karena sulitnya 

ikan memakan umpan dari bapak Kasim.
12

 

10. Bapak Surya senada dengan apa yang disampaikan oleh  ke sembilan 

interviewer di atas, alasan yang sama mengapa memancing di pemancingan 

Flobamora. Berkenaan dengan pelayanan dan praktik pemancingan yang 

cukup baik merupakan alasan yang lain. Akan tetapi, bapak Surya jarang 

mendapatkan ikan dan hal ini ia merasa kecewa dan rugi.
13
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 Wawancara dengan Bapak Mulyadi (pemancing), tanggal 27  Maret 2017. 
12

 Wawancara dengan Bapak Kasim (pemancing), tanggal 27 Maret 2017.  
13

 Wawancara dengan Bapak Surya (pemancing), tanggal 27  Maret 2017. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

A. Praktik Jual Beli Ikan Pada Kolam Pemancingan Flobamora Desa 

Sukajaya Lempasing Tidak Ada Unsur Untung-untungan 

 

Praktik yang terjadi di pemancingan Flobamora adalah sebagai berikut: 

1. Subjek/pelaku 

a. Subjek/pelaku yang melakukan perjanjian jual beli ikan di 

pemancingan Flobamora ini terdiri dari 2 belah pihak, yaitu pihak 

pengelola dan pihak pemancing di mana pengelola disebut sebagai 

penjual dan pemancing disebut sebagai pembeli.  

b. Dalam pelaksanaan jual beli ikan dengan cara memancing di 

pemancingan Flobamora ini, rata-rata pemancing dan pengelola sudah 

cakap dalam melakukan hukum, karena rata-rata pemancing yang 

memancing disini sudah dewasa begitu juga dengan pengelola, 

mereka sudah dapat membedakan yang baik dan yang buruk bagi 

dirinya dan mereka juga dalam melaksanakan perjanjian jual beli ini 

sehata jasmani dan rohani. 

c. Selain itu perjanjian jual beli ikan di pemancingan Flobamora ini 

dilakukan dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak di mana 

tidak ada unsur pemaksaan dan dilaksanakan atas dasar suka sama 

suka diantara kedua subjek/pelaku jual beli ikan di pemancingan 

Flobamora ini.  
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Berdasarkan hal ini, dilihat dari subjek/ pelakunya dalam 

melaksanakan perjanjian jual beli ikan dengan cara memancing di 

pemancingan Flobamora ini secara hukum sudah benar/sah. 

2. Objek 

Syarat-syarat objek/prestasi dalam perjanjian yaitu: 

a. Tertentu atau setidaknya dapat ditentukan 

Dalam pelaksanaan jual beli ikan dengan cara memancing di 

pemancingan Flobamora terdapat objek yang berupa ikan.Ikan yang 

menjadi objek di pemancingan ini jenis dan jumlahnya tidak dapat 

ditentukan, karena ikan tersebut berada di dalam kolam sehingga tidak 

bisa diketahui secara pasti apa  jenis ikan tersebut dan berapa 

jumalahnya, selain itu pengelola juga tidak memberitahu pemancing 

jenis ikan apa yang terdapat di dalam kolam dan berapa jumlahnya. 

b. Objeknya diperkenankan oleh hukum 

Ikan bukan merupakan barang yang tidak diperkenankan oeleh hukum 

baik secara hukum maupun Islam untuk diperjualbelikan. Ikan 

merupakan barang yang bisa dimakan, dan objeknya halal. 

c. Dimungkinkan untuk dilaksanakan 

Objek dalam perjanjian ini tidak dapat diserahterimakan secara 

langsung oleh pihak pengelola kepada pihak pemancing, karena 

pemancing harus memancing dulu ikan yang berada di dalam kolam, 

dan harga yang mungkin dibayarkan belum tentu sesuai dengan 

kesepakatan di awal penjajian, sehingga dalam perjanjian jual beli ikan 
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dengan cara memancing ini bisa menyebabkan salah satu pihak dan 

pihak lain rugi.  

Berdasarkan hal ini, praktik yang terjadi di pemancingan 

Flobamora sudah terpenuhi beberapa syarat-syarat objek dalam 

perjanjian, namun terkait syarat objeknya harus tertentu atau setidaknya 

dapat ditentukan tidak terpenuhi karena dalam praktik jual beli ikan di 

pemancingan Flobamora ini ikan berada di dalam kolam sehingga tidak 

bisa diketahui secara pasti apa  jenis ikan tersebut dan berapa 

jumalahnya, selain itu pengelola juga tidak memberitahu pemancing 

jenis ikan apa yang terdapat di dalam kolam dan berapa jumlahnya. 

Selain itu syarat objek terkait dimungkinkan untuk dilaksanakan juga 

tidak terpenuhi karena objek dalam perjanjian ini tidak dapat 

diserahterimakan secara langsung oleh pihak pengelola kepada pihak 

pemancing, karena pemancing harus memancing dulu ikan yang berada 

di dalam kolam, dan harga yang mungkin dibayarkan belum tentu 

sesuai dengan kesepakatan di awal penjajian, sehingga dalam perjanjian 

jual beli ikan dengan cara memancing ini bisa menyebabkan salah satu 

pihak dan pihak lain rugi.  

3. Adanya unsur paksaan atau tidak diantara pemilik kolam dan pemancing 

Dalam praktik yang terjadi di kolam pemancingan Flobamora tidak 

adanya unsur paksaan dari pihak pengelola kepada pihak pemancing dalam 

melaksanakan perjanjian, karena pemancing bebas memilih mampu 

melaksanakan perjanjian atau tidak dengan membayar uang sejumlah 
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Rp.15.000 dahulu di awal perjanjian. Dalam hal ini kebanyakan kedua belah 

pihak juga sama-sama rela dalam melaksanakan perjanjian. 

Berdasarkan praktik jual beli ikan dengan cara memancing yang 

dilakukan di pemancingan Flobamora ternyata dalam praktiknya ikan yang 

diperjualbelikan masih berada dikolam pemancingan, dan terkait syarat 

objeknya harus tertentu atau setidaknya dapat ditentukan tidak terpenuhi 

karena dalam praktik jual beli ikan di pemancingan Flobamora ini ikan 

berada di dalam kolam sehingga tidak bisa diketahui secara pasti apa  jenis 

ikan tersebut dan berapa jumalahnya, selain itu pengelola juga tidak 

memberitahu pemancing jenis ikan apa yang terdapat di dalam kolam dan 

berapa jumlahnya serta syarat objek terkait dimungkinkan untuk 

dilaksanakan juga tidak terpenuhi karena objek dalam perjanjian ini tidak 

dapat diserahterimakan secara langsung oleh pihak pengelola kepada pihak 

pemancing, karena pemancing harus memancing dulu ikan yang berada di 

dalam kolam, dan harga yang mungkin dibayarkan belum tentu sesuai 

dengan kesepakatan di awal penjajian, sehingga dalam perjanjian jual beli 

ikan dengan cara memancing ini bisa menyebabkan salah satu pihak dan 

pihak lain rugi dan menyebabkan adanya unsur untung-untungan, karena 

pembayaran yang dilakukan diawal perjanjian, padahal barang (ikan) yang 

dibeli belum diketahui dengan pasti keberadaannya, dan untuk 

memperkirakan hasil yang akan diperoleh pemancing hanya melihat objek 

dengan dasar perkiraan saja yang jumlahnya tidak diketahui secara pasti, 

sehingga pembeli (pemancing) bisa saja mendapatkan keuntungan jika 
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beruntung namun bisa juga mengalami kerugian pula jika pemancing tidak 

mendapatkan ikan seperti yang diharapkan atau paling tidak sesuai dengan 

uang yang dibayarkan.  

Dalam hal ini jelaslah bahwa memperjualbelikan sesuatu barang yang 

belum diketahui dengan pasti keberadaannya adalah terlarang dan 

mengandung unsur untung-untungan karena akan menimbulkan kerugian 

bagi pengelola apabila ikan yang didapat pemancing banyak, dan kerugian 

bagi pemancing apabila tidak mendapatkan ikan atau mendapatkan ikan 

sedikit.  

 

B. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Jual Beli Ikan 

Dengan Cara Memancing Di Pemancingan Flobamora Desa Sukajaya 

Lempasing  

1. Tinjauan Hukum Islam  

 

Dalam transaksi muamalah ada ketentuan rukun dan syarat yang harus 

dipenuhi yang berpengaruh dengan sah atau tidaknya suatu transaksi. 

Hukum Islam memberikan batasan-batasan yang merupakan sandaran boleh 

atau tidaknya melangsungkan jual beli. 

Dengan demikian dalam jual beli diharapkan tidak berlangsungnya 

proses transaksi serah terima pihak-pihak tertentu. Secara kontekstual, jual 

beli yang dibahas dalam hal ini, ditemukannya adanya suatu kejanggalan. 

Akan tetapi, pada dasarnya dalam jual beli dalam Islam, terkait jual beli 

dengan cara memancing ini sudah terpenuhi rukunnya di mana dalam proses 

jual beli ini adanya orang yang berakad yaitu pengelola kolam pemancingan 

bertindak sebagai penjual dan pemancing bertindak sebagai pembeli. 
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Kemudian adanya sighat (ijab dan qabul) yaitu persetujuan antara pihak 

penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana 

pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang 

(serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan. 

Sighat (ijab dan kabul) yang dilaksanakan dalam jual beli ini adalah 

menggunakan lisan. Selanjutnya ada barang yang dibeli yaitu berupa ikan, 

dan adanya nilai tukar  pengganti barang, yaitu berupa uang Rp.15.000,00 di 

awal perjanjian antara pengelola kolam pemancingan dengan pihak 

pemancing.  

Namun apabila dilihat dari syarat jual beli dalam Islam yaitu yang 

terkait dengan syarat barang yang diperjualbelikan harus suci atau bersih 

barangnya, maka objek yang dijadikan jual beli dengan cara memancing ini 

sudah termasuk barang yang suci atau bersih karena objek barangnya berupa 

ikan dan bukan barang yang dilarang dalam Islam. 

Dalam syarat jual beli terkait objek, barang yang diperjual belikan dapat 

dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Ikan yang dijadikan objek 

dalam jual beli dengan cara memancing ini merupakan barang yang dapat 

dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, karena ikan bisa dikonsumsi 

dan memberikan banyak manfaat bagi manusia. Selanjutnya barang yang 

dijadikan objek jual beli dalam jual beli dengan cara memancing ini 

merupakan barang milik orang yang melakukan akad, di mana ikan tersebut 

memang benar milik pengelola kolam pemancingan, karena ia mendapatkan 

ikan tersebut di laut asli dan ikan tersebut bukan milik orang lain. 
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Namun syarat barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan 

belum terpenuhi dalam transaksi jual beli ini, karena ketika pemancing 

menyerahkan uang pembayaran jual beli ikan sejumlah Rp.15.000,00 di 

awal perjanjian, ikan tidak dapat pengelola serahkan kepada pemancing 

secara langsung, melainkan pemancing harus memancingnya terlebih 

dahulu, dan hal ini juga menyebabkan terjadinya unsur gharar di dalamnya, 

karena objek yang dijual tidak jelas baik jenis, kualitas maupun jumlahnya, 

yaitu ketika pemancing memancing ikan, ia tidak tahu berapa jumlah ikan 

yang akan ia dapatkan nantinya setelah membayar uang sejumlah 

Rp.15.000,00 tersebut, dan pemancing juga tidak mengetahui jenis maupun 

kualitas ikan apa yang akan ia dapatkan, karena pemancing tidak 

mengetahui jenis dan kualitas ikan yang ada di dalam kolam.  

Hal ini bisa pula menyebabkan salah satu pihak untung dan pihak lain 

mengalami kerugian, karena jual beli yang dilaksanakan bentuknya samar-

samar tidak jelas jumlah ikan yang didapatkan sesuai atau tidak dengan 

jumlah uang yang dibayarkan pada awal akad. Berdasarkan hal ini jual beli 

dengan cara memancing yang dilakukan di Pemancingan Flobamora Desa 

Sukajaya Lempasing Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran 

Lampung adalah tidak diperbolehkan dalam Islam, karena tidak 

terpenuhinya salah satu syarat dalam jual beli yaitu terkait dengan syarat 

barang yang diperjualbelikan, dan jual beli dengan cara memancing ini 

termasuk dalam salah satu jual beli yang dilarang dalam Islam karena 

adanya unsur gharar.  
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Dalam jual beli dengan cara memancing di Pemancingan Flobamora 

Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Padang Cermin Kabupaten 

Pesawaran Lampung yang menyebabkan adanya salah satu pihak untung 

dan pihak lainnya rugi dikhawatirkan akan menyebabkan adanya 

perselisihan dalam jual beli. Berdasarkan hal ini maka jual beli dengan cara 

memancing di Pemancingan Flobamora Desa Sukajaya Lempasing 

Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Lampung adalah tidak 

diperbolehkan (haram) dalam Islam. Proses jual beli yang dilakukan juga 

tidak memenuhi salah satu rukun jual beli dalam Islam, sehinggga jual beli 

ini hukumnya bat}il. 

2. Tinjauan Hukum Positif  

 

Dari segi hukum positif bahwa syarat subjek dalam transaksi jual beli 

dari suatu perikatan syaratnya dewasa maka yang terjadi di pemancingan 

Flobamora syaratnya sudah terpenuhi karena pihak pemancing dan 

pengelola pancingan sama-sama dewasa, mereka sudah dapat membedakan 

yang baik dan yang buruk bagi dirinya dan mereka juga dalam 

melaksanakan perjanjian jual beli ini sehat jasmani dan rohani antara 

pemancing dan pengelola pancingan keduanya dalam keadaan sehat dan 

sadar maka, dalam hukum sudah memenuhi syarat subjek untuk transaksi.  

Subjeknya tidak dalam pengawasan, tidak dalam paksaan, sehingga 

mereka berbuat atas kehendak sendiri yang terjadi di pemancingan 

Flobamora juga antara pemancing dan pengelola pancingan melakukan 
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perbuatan atas kehendaknya sendiri tanpa paksaan maka secara ketentuan 

hukum syarat subjeknya sudah terpenuhi. 

Sedangkan dalam syarat objek dalam perjanjian mengenai objek harus 

tertentu atau setidaknya dapat ditentukan baik jenis dan jumlahnya dilokasi 

pemancingan, dalam pelaksanaan jual beli ikan dengan cara memancing di 

pemancingan Flobamora ikan yang menjadi objek di pemancingan ini jenis 

dan jumlahnya tidak dapat ditentukan, karena ikan tersebut berada di dalam 

kolam sehingga tidak bisa diketahui secara pasti apa  jenis ikan tersebut dan 

berapa jumalahnya, selain itu pengelola juga tidak memberitahu pemancing 

jenis ikan apa yang terdapat di dalam kolam dan berapa jumlahnya. Dari sini 

sudah Nampak bahwa sistem pemancingan Flobamora ini menurut hukum 

tidak dibenarkan. 

Dan begitu juga dengan syarat objek perjanjian yang terkait dengan 

dimungkinkan untuk dilaksanakan ternyata objek dalam perjanjian ini tidak 

dapat diserahterimakan secara langsung oleh pihak pengelola kepada pihak 

pemancing, karena pemancing harus memancing dulu ikan yang berada di 

dalam kolam, dan harga yang mungkin dibayarkan belum tentu sesuai 

dengan kesepakatan di awal penjajian, sehingga dalam perjanjian jual beli 

ikan dengan cara memancing ini bisa menyebabkan salah satu pihak dan 

pihak lain rugi.  

Terkait hal ini praktik jual beli ikan di pemancingan flobamora tersebut 

telah menggunakan objek yang sesuai dengan apa yang diatur dalam hukum 

positif tersebut, di mana objek yang digunakan adalah ikan yang memang 
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milik pengelola kolam pemancingan sendiri, bukan milik orang lain, dan 

ikan tersebut diperkenankan oleh undang-undang karena bukan termasuk 

dalam kategori obat terlarang serta bertentangan dengan ketertiban, dan 

kesusilaan yang baik, namun  terkait tidak terpenuhinya syarat objek dalam 

perjanjian yang berupa objek harus tertentu atau setidaknya dapat ditentukan 

dan dimungkinkan untuk dilaksanakan maka dalam hal ini praktik jual beli 

dengan cara memancing di pemancingan Flobamora tersebut tidak 

diperbolehkan oleh hukum positif atau jual beli ini dilarang dalam 

melaksanakan prosesnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil dihimpun oleh peneliti dalam 

judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam dengan cara memancing di Pemancingan 

Flobamora Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Padang Cermin Kabupaten 

Pesawaran Lampung, maka dapat disimpulkan :  

1. Praktik jual beli Ikan pada kolam pemancingan mengandung unsur untung-

untungan karena adanya ketidak jelasan pada jenis dan jumlah ikan yang 

diperjualbelikan. Sehingga dapat menimbulkan perselisihan diantar kedua 

belah pihak serta dapat merugikan salah satu pihak dan menguntungkan 

pihak lain.  

2. Tinjauan hukum Islam tentang jual beli ikan dengan cara memancing di 

Pemancingan Flobamora Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Padang 

Cermin Kabupaten Pesawaran Lampung adalah tidak diperbolehkan atau 

batil Hal ini dikarenakan salah satu syarat jual beli yaitu barang dapat 

diserahkan pada saat akad berlangsung tidak terpenuhi, karena dalam jual 

beli dengan sistem memancing ini barang yang diperjualbelikan tidak dapat 

diserahkan. Selain itu didalamnya terkandung unsur gharar serta 

menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain, sehingga jual 

beli ini dilarang dalam Islam sedangkan dalam hukum Perdata jual beli ikan 
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dengan cara memancing di Pemancingan Flobamora adalah tidak 

diperbolehkan. Karena jumlah barang/objek yang akan diperjualbelikan 

tidak jelas jumlahnya dan tidak dapat diserahterimakan secara langsung, 

sehingga akan menimbulkan unsur penipuan/untung-untungan.  

B. Saran 

1. Hendaknya pengelola pemancingan lebih memperhatikan sistem akad 

menurut hukum Islam, seperti pada umumnya adalah berapa jumlah ikan 

yang di dapat baru di bayar sesuai timbangan. 

2. Untuk para pemancing, sebelum mengadakan akad jual beli terlebih dahulu 

sebaiknya melakukan pengamatan dengan cermat dan jeli terhadap objek 

jual beli dengan memperhitungkan harga yang akan disepakati, sehingga 

diharapkan hasil yang akan didapatkan nantinya sesuai dengan perkiraan 

dan tidak mengalami kerugian. 
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